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BAB II
)EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

[bookmark: _Toc324238090][bookmark: _Toc357497497]2.1. GAMBARAN UMUM  WILAYAH
A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 
Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi kepulauan secara administratif terbagi dalam 1 kota, 21 Kabupaten, 306 Kecamatan, 316 Kelurahan dan 2.936 Desa. Berdasarkan geografis maka sesuai karakteristik wilayah dibagi dalam tiga satuan wilayah Pembangunan (WP) yaitu; (i) WP Timor-Alor-Rote Ndao-Sabu Raijua meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua; (ii) WP Flores-Lembata meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur dan kabupaten Lembata dan (iii) WP Sumba meliputi Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. 
Secara geografis terletak di antara 8-12 Lintang Selatan dan 118 - 125 Bujur Timur. Luas wilayah daratan 4.734.990 Ha dan luas wilayah lautan 15.141.773, 10Ha yang tersebar pada 1.192 pulau. 44 pulau yang dihuni, 1.148 pulau belum dihuni, 246 pulau sudah bernama dan 946 lainnya belum bernama. Memiliki sungai besar sebanyak 40 sungai dengan panjang antara 25-118 Kilometer. Wilayahnya membentang sepanjang 160 Km dari Utara di Pulau Palue sampai Selatan di Pulau Ndana dan sepanjang 400 Km dari bagian barat di Pulau Komodo sampai Alor di bagian Timur. Batas-batas wilayah yaitu; Sebelah Utara dengan Laut Flores, Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Australia, Sebelah Timur dengan Negara Republic Democratic Timor Leste; dan Sebelah Barat dengan Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Ketinggian wilayah 0- 1.000 Mdpl seluas 86,35% dan ketinggian >1.000 Mdpl seluas 3,65%. Topografi dominan berbukit hingga bergunung-gunung dengan kemiringan >40%. Wilayah dengan kemiringan <8% terbatas dan sebagian besar kemiringan lahan 8-40% sehingga tingkat erosi tinggi. Topografi Desa/Kelurahan yaitu 5,46 % berada di wilayah puncak, 41,23 % di wilayah lereng, 10,69 % di wilayah lembah dan 42,62 % berada pada wilayah datar. Sebagian besar tanah di wilayah ini memiliki solum yang sangat dangkal (<30 Cm). Musim hujan berlangsung antara bulan November hingga Maret dan musim kemarau antara bulan  April hingga Oktober. Rata-rata curah hujan tahunan berkisar 850 mm terjadi di Sabu, Maumere, dan Waingapu, sementara curah hujan tahunan kisaran 2500 mm terjadi di Ruteng, Kuwus, Mano, Pagal dan Lelogama.  
B. DEMOGRAFI WILAYAH
Secara umum, tren yang terbaca pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan hampir sama yakni 2,4 juta jiwa pada 2 tahun berturut-turut yakni tahun 2012 dan 2013. Sedangkan khusus pada tahun 2014, terjadi perbedaan tren bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dimana jumlah penduduk perempuan lebih besar atau 2.540.980 jiwa dari jumlah penduduk laki-laki atau 2.495.917 jiwa.
Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur dari tahun 2012 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan yaitu 4.871.227 jiwa tahun 2012, 4.953.967 jiwa tahun 2013, dan tahun 2014 meningkat menjadi 5.036.897 jiwa, dengan kontribusi terbesar adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan yang terendah adalah Kabupaten Sumba Tengah diikuti oleh Kabupaten Belu.

Tabel 2.1
Jumlah penduduk per Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014

[image: ]
Sumber: Hasil survey BPS, 2014

[bookmark: _Toc369765005]2.1.2.  ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT
A.  Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 
1. Pertumbuhan PDRB
Sebagaimana perekonomian wilayah lain di Indonesia, perekonomian Nusa Tenggara Timur pada dasarnya merupakan perekonomian agraris yang  dicirikan dengan besarnya peranan sektor pertanian. Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa perekonomian Nusa Tenggara Timur memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor Pertanian.

Tabel 2.2
Distribusi Persentase PDRB NTT  Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2010-2013

	Lapangan Usaha
	
2010
	
2011
	
2012
	
2013

	1. Pertanian
	38,41
	36,97
	35,95
	35,15

	2. Pertambangan & Penggalian
	1,38
	1,36
	1,37
	1,34

	3. Industri Pengolahan
	1,54
	1,51
	1,50
	1,46

	4. Listrik, Gas & Air  Minum
	0,42
	0,44
	0,43
	0,45

	5.Bangunan/Konstruksi
	6,96
	6,99
	7,20
	7,15

	6. Perdagangan, Restoran, Hotel
	16,77
	17,26
	17,70
	18,33

	7. Pengangkutan & Komunikasi
	5,77
	5,67
	5,68
	5,68

	8. Keuangan, Persewaan, & Jasa Prshn
	4,09
	4,24
	4,28
	4,37

	9. Jasa – Jasa
	24,66
	25,55
	25,89
	26,07

	PDRB
(milyar rupiah)
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	(27 746)
	(31 219)
	(35 248)
	(40 465)


   Sumber: Indikator Ekonomi, BPS 2014

Pada tahun 2010 sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur mencapai 38,41 persen.  Peranan   sektor ini cenderung semakin menurun ketika perekonomian Nusa Tenggara Timur menjadi semakin baik. Peranan sektor pertanian pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 35,95 persen dan menurun kembali menjadi 35,15 persen pada tahun 2013.  Sektor lain yang peranannya cukup besar dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur adalah sektor jasa-jasa, perdagangan, bangunan, dan pengangkutan. Peranan sektor jasa- jasa pada tahun 2012 mencapai 25,89 persen dan pada tahun 2013 menjadi 26,07. Sementara peranan sektor perdagangan, hotel, dan restoran mencapai 17,70 persen tahun 2012 meningkat hingga menjadi 18,33 persen tahun 2013. Peranan sektor bangunan sedikit berkurang, yaitu sekitar 7,20 persen menjadi 7,15 persen selama periode 2012 – 2013. Demikian juga peranan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan   menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 4,28 persen tahun 2012 menjadi 4,37 persen tahun 2013. Sektor-sektor selain yang telah dibahas memiliki peranan yang relatif kecil terhadap pembentukan PDRB Nusa Tenggara Timur, yaitu masing-masing kurang dari 1,51 persen.
2. Laju Inflasi
Laju inflasi bulanan di Nusa Tenggara Timur dan Nasional sepanjang tahun 2013 adalah seperti yang disajikan pada Tabel 6.3. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa laju inflasi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2013 adalah sebesar 8,41 persen, sedikit lebih tinggi dari laju inflasi nasional yang mencapai 8,38 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli dan yang terendah terjadi pada bulan April. Tingginya laju inflasi pada bulan Juli tersebut utamanya bersumber dari melonjaknya harga-harga pada kelompok Transportasi dan Komunikasi, yang mengalami inflasi sebesar 11,52 persen. Sementara deflasi yang terjadi pada bulan April 2013 sepertinya merupakan akibat dari penurunan harga yang cukup tajam pada kelompok bahan makanan (-2,98 persen).
Laju inflasi Nusa Tenggara Timur untuk kelompok sandang mengalami penurunan dari tahun 2012 ke tahun 2013, yaitu sebesar 3,56 persen. Sementara itu kelompok pengeluaran lainnya mengalami kenaikan laju inflasi.
Tabel 2.3
Inflasi Bulanan Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2013
(2007 = 100,00)
	Bulan
	Bahn Makanan

	Maknan Minumn
Rokok
dan
Tembakau
	Perumahan
	Sandang
	Kesehatan
	Rekreasi dan Olahraga

	Transpor- tasi dan Komuni- kasi

	NTT
	Nasional

	Jan
	2,78
	0,51
	0,26
	0,27
	0,51
	0,09
	1,97
	1,38
	1,03

	Feb
	0,44
	0,18
	0,56
	0,21
	-0,01
	0,56
	0,01
	0,31
	0,75

	Maret
	2,75
	0,59
	0,26
	0,68
	0,13
	-0,12
	0,01
	1,03
	0,63

	 April
	-2,98
	1,02
	0,12
	0,21
	0,02
	0,29
	-0,58
	-0,87
	-0,1

	 Mei
	-2,81
	0,28
	0,31
	-0,05
	0,39
	0,16
	0,65
	-0,59
	-0,03

	 Juni
	0,43
	0,04
	1,98
	1,06
	-0,01
	0,40
	5,86
	1,37
	1,03

	 Juli
	5,41
	4,93
	163
	100
	0,35
	1,38
	11,52
	4,63
	3,29

	Agustus
	0,57
	0,34
	0,37
	0,03
	1,48
	0,73
	0,18
	0,48
	1,12

	Sept
	-2,81
	-015
	0,13
	0,86
	0,76
	1,58
	-1,76
	-1,03
	-0,35

	Okt
	-1,30
	-0,16
	0,14
	0,35
	0,00
	0,19
	-1,54
	-0,59
	0,09

	Nov
	-0,31
	1,44
	2,15
	0,32
	0,54
	0,39
	-0,29
	0,75
	0,12

	Des
	3,58
	0,63
	0,67
	0,73
	0,09
	1,27
	-0,17
	1,36
	0,55

	2013
	4,57
	9,97
	8,89
	5,71
	4,33
	7,12
	16,22
	8,41
	8,38

	2012
	3,43
	9,14
	8,42
	9,27
	2,07
	6,62
	-0,07
	5,33
	4,30


Sumber : Statistik Harga Konsumen Provinsi Nusa Tenggara Timur,  2014





Tabel 2.4
Inflasi Nusa Tenggara Timur dan Nasional, 2012-2013
 (2007 = 100,00)
	
Kelompok
	Nusa Tenggara Timur
	Nasional

	
	20 12
	20 13
	20 12
	20 13

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	01. Bahan Makanan
	3,43
	4,57
	5,68
	11,35

	02.Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
	9,14
	9,97
	6,11
	7,45

	03.Perumahan
	8,42
	8,89
	3,35
	6,22

	04. Sandang
	9,27
	5,71
	4,67
	0,52

	05. Kesehatan
	2,07
	4,33
	2,91
	3,70

	06.Pendidikan Rekreasi dan Olahraga
	6,62
	7,12
	4,21
	3,91

	07.Transportasi danKomunilkasi
	-0,07
	16,22
	2,20
	15,36

	Umum
	5,33
	8,41
	4,30
	8,38


       Sumber : Statistik Harga Konsumen Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2014
3. PDRB Perkapita 
PDRB suatu wilayah sebenarnya hanya menunjukkan ukuran ekonomi dari wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian PDRB kurang dapat dipergunakan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Salah satu ukuran yang umum digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk adalah pendapatan perkapita, yaitu rata-rata pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk.
Secara  umum  pendapatan  per  kapita  penduduk  Nusa  Tenggara  Timur terus meningkat, meskipun nilainya masih jauh jika dibandingkan pendapatan perkapita nasional. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.3. Pada tahun 2013 pendapatan per kapita ini mencapai 7.569.168 rupiah, meningkat sekitar 12,71 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2013 pendapatan per kapita nasional sudah mencapai 32.463.736 rupiah, atau meningkat sekitar 5,83 persen dari tahun sebelumnya dan terus meningkat tahun 2014 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.5
Pendapatan perkapita penduduk NTT dan Indonesia 2010-2013
	T a h u n
	Nusa Tenggara Timur
	I n d o n e s i a

	2 0 1 0
	5,49 
	23, 97 

	2 0 1 1
	6,07 
	27,48 

	2 0 1 2
	6,71 
	30,67 

	2 0 1 3
	7,57
	32,46 

	2014
	13,63
	42,10


Sumber: Indikator Ekonomi, BPS, 2013

4. Pendapatan per kapita antar Kab/Kota
Pendapatan  per  kapita  penduduk  Nusa  Tenggara  Timur  antar  Kabupaten/Kota ternyata cukup bervariasi (lihat tabel 3.4). Pendapatan per kapita tertinggi pada tahun 2013 adalah di Kota Kupang, yaitu sekitar 16,64 juta rupiah, sementara yang terendah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu hanya sebesar 4,36 juta rupiah.
Gambaran tentang  lebarnya rentang  pendapatan  per kapita antar Kabupaten/Kota tersebut semakin diperjelas dengan relatif sedikitnya Kabupaten/Kota yang memiliki pendapatan per kapita lebih besar dari rata-rata pendapatan per kapita tingkat provinsi. Seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2013 hanya ada tujuh wilayah yang pendapatan per kapitanya melebihi pendapatan per kapita propinsi, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba  Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Flores Timur.

Tabel 2.6
Pendapatan menurut Kabupaten/Kota 2011-2013
	K a b u p a t e n
	2011
	20 1 2
	20 1 3

	Sumba Barat
	6 741 141,26
	7 532 861,25
	8 399 515,05

	Sumba Timur
	6 756 898,43
	7 484 678,57
	8 236 126,88

	Kupang
	7 342 166,02
	7 995 625,05
	8 663 196,23

	Timor Tengah Selatan
	5 311 032,72
	5 969 397,34
	6 665 500,83

	Timor Tengah Utara
	4 260 613,62
	4 701 140,38
	5 102 200,25

	Belu
	5 599 844,66
	6 114 142,42
	6 743 646,58

	Alor
	4 547 857,13
	5 040 933,97
	5 570 295,51

	Lembata
	3 671 132,12
	4 094 300,72
	4 613 736,25

	Flores Timur
	6 279 282,03
	6 901 833,16
	7 621 785,98

	Sikka
	5 896 649,28
	6 493 202,48
	7 176 036,07

	Ende
	6 856 365,14
	7 762 651,41
	8 781 524,83

	Ngada
	6 915 992,91
	7 595 463,79
	8 413 590,95

	Manggarai
	4 395 042,59
	4 856 939,81
	5 396 607,93

	Rote Ndao
	4 978 213,36
	5 218 186,52
	5 578 235,88

	Manggarai Barat
	4 673 685,80
	5 037 643,69
	5 451 042,62

	Sumba Tengah
	5 033 201,15
	5 621 070,99
	6 230 283,13

	Sumba Barat Daya
	3 439 852,33
	3 848 549,21
	4 356 311,02

	Nagekeo
	5 545 411,87
	6 140 844,29
	6 818 731,67

	Manggarai Timur
	3 629 457,96
	4 112 709,47
	4 676 438,21

	Sabu Raijua
	4 913 741,79
	5 670 986,43
	6 142 258,01

	Malaka
	4 873 528,02
	5 284 278,96
	5 770 083,19

	Kota Kupang
	13 058 381,21
	14 529799,95
	16 641731,58

	NTT
	6 073 870,64
	6 715 573,74
	7 569 168,12


                  Sumber: Indikator Ekonomi, BPS, 2013

5. Prosentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan
Nusa Tenggara Timur menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam menurunkan angka kemiskinan per tahun. Jumlah penduduk miskin menurun dari 1.014.100 orang atau 23,03%  tahun 2010 menjadi 991.880 orang atau 19,60% pada bulan September 2014. Perkembangan penurunan kamiskinan periode 2010-2014 sebagaimana pada Tabel 2.7.
Tabel 2.7
Kondisi Kemiskinan NTT  2008 – 2014
	Tahun 
	Penduduk Miskin (000 orang) 
	Prosentase (%) 

	
	Kota 
	Desa 
	Jumlah 
	Kota 
	Desa 
	  Jml 

	2010
	107,40 
	906,70 
	1,014,10 
	13.6
	25.1
	23.03

	2011
	99,20 
	887,30 
	986,50 
	10.5
	22.9
	20.48

	2012
	117,40 
	882,90 
	1,000,30 
	12.2
	22.4
	20,41 

	2013
	113,57 
	879,99 
	993,56 
	11,54 
	22,13 
	20,03 

	2014
	105,70 
	886,18 
	991,88 
	10,68 
	21,78 
	19,60 


                           Sumber : Susenas 2013, BPS

Selanjutnya kondisi kemiskinan berdasarkan aspek yang berpengaruh sebagai berikut: (i) Berdasarkan daerah tempat tinggal periode Maret 2012–Maret 2013, persentase penurunan penduduk miskin sebesar 0,68% untuk perkotaan dan 0,85% untuk perdesaan; (ii) Garis kemiskinan pada September 2012 sebesar Rp. 222.507 perkapita/bulan naik sebesar 6,26%menjadi Rp.235.805 perkapita/bulan pada Maret 2013; (iii) Sumbangan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan bulan Maret 2013 sebesar 78,65% dan bulan September 2012 sebesar 79,16%; (iv) Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 3,466 pada September 2012 menjadi 3,393 pada Maret 2013 dan Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,908 menjadi 0,875 pada periode yang sama. Prosentase kemiskinan penduduk  kabupaten/kota pada bulan September 2012 bervariasi, terendah Kabupaten Flores Timur sebesar 9,14% dan tertinggi Kabupaten Sabu Raijua 32,66%. Terhadap  kemiskinan provinsi, kontribusi   tertinggi   Kabupaten Timor Tengah Selatan 12,44% dan terendah Kabupaten Nagekeo 1,62%  sebagaimana gambar 2.1
Gambar 2.1
Persentase dan Kontribusi Penduduk Miskin  September tahun 2012


2.2.2. Kesejahteraan Sosial
1. Pendidikan 
a. Angka Melek Huruf
Peningkatan kualitas pendidikan juga diarahkan untuk menurunkan jumlah penduduk buta huruf usia > 10 tahun dengan menamatkan pendidikan dalam berbagai jenjang. Peningkatan kualitas pendidikan juga dilaksanakan melalui  manajemen berbasis sekolah. Kinerja indikator pembangunan pendidikan tersebut sebagaimana Tabe 2.8.
Tabel 2.8
Prosentase Kemampuan Membaca dan Menulis  Penduduk tahun 2010-2013

	No
	Kemampuan Membaca 
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	2
	5
	6
	7
	8

	1.
	Laki-laki
	
	
	
	

	 
	· Dapat Membaca dan Menulis
	89.54
	91.00
	91.81
	
92,99

	 
	· Buta Huruf
	10.46
	9.00
	8.19
	7,01

	2.
	Perempuan
	
	
	
	

	 
	· Dapat Membaca dan Menulis
	86.87
	87.49
	88.84
	
90,29

	 
	· Buta Huruf
	13.13
	12.51
	11.16
	9,71

	3.
	Laki-laki dan Perempuan
	
	
	
	

	 
	· Dapat Membaca dan Menulis
	88.19
	89.2
	90.3
	
91,61

	 
	· Buta Huruf
	11.81
	10.8
	9.7
	8,39







                     




 
b. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian APK pada jenjang pendidik SD hingga SMA/SMK tahun 2012-2013 sebagaimana tabel 2.9.
	
           
                Tabel 2.9.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Usia Sekolah dan jnis kelamin tahun 2012-2013

	
Kelompok Umur
/Jenis Kelamin
	Perkotaan
	Perdesaan
	Perkotaan + Pedesaan

	
	2012
	2013
	2012
	2013
	2012
	2013

	
SD
	Laki-laki
	107,24
	109,39
	114,2
	115,78
	113,13
	114,6

	
	Perempuan
	107,61
	103,75
	111,8
	114,02
	111,22
	112,2

	
	Laki-laki + Perempuan
	107,42
	106,71
	113,1
	114,92
	112,21
	113,4

	
SLTP
	Laki-laki
	99,6
	88,86
	71,47
	74,65
	77,01
	77,1

	
	Perempuan
	93,19
	107,66
	85,46
	79,05
	86,96
	83,67

	
	Laki-laki + Perempuan
	96,52
	97,45
	78,27
	76,75
	81,83
	80,2

	
SLTA
	Laki-laki
	86,82
	90,51
	47,14
	55,41
	58,07
	64,59

	
	Perempuan
	89,7
	78,41
	50,3
	59,47
	61,55
	64,91

	
	Laki-laki + Perempuan
	88,23
	84,27
	48,66
	57,37
	59,75
	64,75


           Sumber : Diolah dari Hasil Susenas


Sesuai tabel 1.8 untuk tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 pencapaiannya yaitu APK tingkat SD/MI/SDLB 113,4 %, APK tingkat SMP/MTs/SMPLB 80,2, sedangkan APK tingkat SMA/MA/SMK sebesar 64,75.

c. Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) menyatakan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. Peningkatan yang signifikan terjadi pada angka partisipasi murni (APM) tingkat SMA dan SMP yang melampui target > 20 % lebih. Sedangkan peningkatan APM tingkat SD memang tidak terlalu tinggi karena capaian persentase sudah tinggi yaitu di atas 90%. Tingkat capaian APM semua jenjang pendidikan sebagaimana Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Kondisi APM  NTT Tahun 2011 – 2013
	No
	Tingkat Pendidikan
	Tahun

	
	
	2011
	2012
	2013

	1. 
	SD
	94,36
	96,89
	93,60

	2. 
	SMP
	83,08
	83,26
	59,24

	3. 
	SMA/SMK
	81,94
	69,45
	47,31


      Sumber: NTT Dalam Angka 2014 - BPS NTT

Kondisi capaian APM tahun 2013 untuk tingkat SD/MI/SDLB sebesar 93,60%, menurun dari tahun 2012, APM SMP/MTs/SMPLB tahun 2012 83,26 % menurun pada tahun 2013 59,24%, dan APM tingkat SMA/MA/SMK  tahun 2012 9,45 %, menurun 47,31% pada tahun 2013.

d. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan
Pedidikan tertinggi penduduk yang ditamatkan menunjukkan akses pendidikan masyarakat. Pendidikan penduduk usia 10 tahun yaitu tidak memiliki ijasah 36,27 %, tamat SD 32,61%, tamat SMP 12,74%, tamat SMA 11,20%, tamat SMK 2,63%. Untuk kota Kupang pendidikan penduduk lebih baik dengan proporsi 11,47% tidak punya ijasah, tamat SD 20,92%, tamat SMP 16,66%, tamat SMA 30,77%, tamat SMK, 8,41%. Grafik pendidikan penduduk umur 10 Tahun ke atas sebagaimana tabel 2.11.

Tabel 2.11
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota
dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013

	No
	Kabupaten/Kota
	Tidak Punya Ijasah
	Tamat Sekolah SD
	Tamat SMTP
	Tamat SMU
	Tamat SMU Kejuruan



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sumba Barat
	45,80  
	25,65
	12,94
	6,68
	5,87

	2
	Sumba Timur
	44,92   
	26,43
	10,57
	11,36
	2,54

	3
	Kupang
	32,71  
	30,72
	17,82
	12,85
	3,31

	4
	TTS
	40,09
	33,00
	14,14
	8,73
	1,64

	5
	TTU
	33,34
	38,05
	13,13
	9,67
	1,85

	6
	Belu
	42,12
	28,23
	12,04
	11,40
	2,08

	7
	Alor
	27,04
	40,56
	13,50
	10,92
	3,04

	8
	Lembata
	31,64
	34,97
	15,90
	9,95
	2,63

	9
	Flores Timur
	36,49 
	37,17
	9,77
	10,04
	2,39

	10
	Sikka
	46,31 
	22,72
	11,34
	9,97
	2,95

	11
	Ende
	35,00
	26,66
	15,43
	12,77
	3,48

	12
	Ngada
	30,34 
	41,35
	12,40
	10,41
	2,08

	13
	Manggarai
	40,33 
	32,40
	14,22
	8,21
	1,36

	14
	Rote Ndao
	37,96
	31,40
	13,89
	12,73
	0,20

	15
	Manggarai Barat
	34,60 
	46,78
	7,95
	5,41
	1,55

	16
	Sumba Barat Daya
	51,78 
	25,49
	12,14
	7,59
	1,04

	17
	Sumba Tengah
	51,55 
	27,01
	8,55
	7,74
	3,45

	18
	Nagekeo
	29,57 
	41,10
	11,08
	11,31
	1,40

	19
	Manggarai Timur
	32,47 
	54,08
	6,53
	3,90
	0,77

	20
	Kota Kupang
	11,47 
	20,92
	15,66
	30,77
	8,41

	21
	Sabu Raijua
	40,16 
	36,32
	13,31
	7,50
	0,59

	22
	Malaka *)
	...........
	.............
	............
	..........
	...........

	Jumlah
	36,27 
	32,61
	12,74
	11,20
	2,63


               Sumber  : BPS – NTT Dalam Angka 2014, *) Data masih masuk Kabuaten Belu


2. Kesehatan
Keadaan Derajat kesehatan masyarakat di NTT dilihat dalam beberapa Indikator  yaitu:

Tabel 2.12
Jumlah lahir hidup, kematian Ibu, kematian Bayi
di Nusa Tenggara Timur Tahun 2008-Mei 2014

	Tahun
	Jumlah Lahir Hidup
	Kematian Ibu
	Kematian Bayi

	2008
	118.236
	330
	1.274

	2009
	87.928
	272
	1.219

	2010
	87.249
	252
	1.305

	2011
	93.531
	208
	1.272

	2012
	97.131
	192
	1.350

	2013
	93.338
	176
	1.286

	2014 (Mei)
	36.162
	64
	596


Sumber Data: Laporan F1 – F8 dan Laporan Indikator Antara Revolusi KIA NTT Kabupaten/Kota
Tahun 2008- 2014 melalui Bidang Kesmas Dinkes NTT 


1. Angka Kematian Bayi (AKB)  

Perkembangan AKB di Provinsi NTT menunjukan tren penurunan yang cukup baik, yaitu dari 57 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, menjadi 45 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Walaupun dari indikator AKB mengalami penurunan, akan tetapi dari segi jumlah kasus kematian bayi, belum menunjukan penurunan yang signifikan dan masih bersifat fluktuatif dari tahun 2008 sampai dengan kondisi Mei 2014. Rincian kasus kematian bayi dari 2008-Mei 2014 menurut kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.13
Jumlah Kasus Kematian Bayi Dari 2008-Mei 2014 Menurut Kabupaten/Kota
	NO
	KAB./KOTA
	KEMATIAN BAYI/TAHUN

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014 (MEI)

	1
	Kota Kupang
	70
	155
	143
	32
	43
	52
	12

	2
	Kupang
	38
	112
	96
	110
	93
	76
	36

	3
	TTS
	134
	109
	108
	65
	68
	96
	47

	4
	TTU
	96
	46
	93
	83
	121
	98
	48

	5
	Belu
	94
	83
	71
	102
	99
	39
	23

	6
	Alor
	55
	64
	53
	76
	39
	29
	8

	7
	Lembata
	44
	46
	38
	47
	41
	49
	15

	8
	Flores Timur
	60
	30
	62
	74
	87
	70
	28

	9
	Sikka
	74
	83
	44
	67
	66
	80
	32

	10
	Ende
	80
	28
	28
	27
	79
	73
	31

	11
	Nagekeo
	17
	29
	41
	34
	45
	51
	38

	12
	Ngada
	51
	55
	58
	56
	62
	52
	27

	13
	Manggarai Timur
	53
	66
	80
	77
	47
	59
	22

	14
	Manggarai
	77
	76
	70
	87
	72
	58
	33

	15
	Manggarai Barat
	82
	74
	60
	63
	68
	78
	33

	16
	Sumba Barat Daya
	66
	34
	59
	81
	92
	40
	17

	17
	Sumba Barat
	7
	24
	41
	41
	53
	28
	13

	18
	Sumba Tengah
	13
	15
	17
	26
	21
	17
	16

	19
	Sumba Timur
	106
	82
	56
	56
	85
	122
	71

	20
	Rote Ndao
	57
	8
	71
	38
	36
	51
	14

	21
	Sabu Raijua
	-
	-
	16
	30
	33
	28
	17

	22
	Malaka 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	40
	15

	 
	TOTAL
	1.274
	1.219
	1.305
	1.272
	1.350
	1.286
	596


 Sumber: Laporan Dinkes 2014

Data pada tabel diatas  menunjukan jumlah kasus kematian bayi belum menunjukan penurunan yang signifikan dan masih bersifat fluktuatif. Pada tahun 2013 misalnya, kasus kematian bayi tertinggi  terdapat di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 122 kasus, diikuti oleh Kabupaten TTU dan TTS masing-masing sebanyak 98 dan 96 kasus, sedangkan jumlah kasus kematian bayi terendah untuk tahun 2013 terdapat di Kabupaten Sabu Raijua dan Sumba Barat yaitu masing-masing dengan 28 kasus, diikuti Lembata dengan 29 kasus. 
Tren Perkembangan total kasus kematian bayi  untuk tingkat provinsi dari tahun 2008 sampai dengan (Mei) 2014 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.1
Tren Jumlah Kematian Bayi di Provinsi NTT
Tahun 2008 – Mei  2014



Sumber : Laporan F1 – F8 dan Laporan Indikator Antara Revolusi KIA NTT Kabupaten/Kota Tahun 2008 – 2014 melalui Bidang  Kesmas Dinkes NTT

2. Angka Kematian Ibu (AKI)  
      
Angka Kematian Ibu merupakan salahsatu indikator keberhasilan pembangunan, AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan proses kehamilan, persalinan dan nifas. AKI Provinsi NTTdari tahun 2008  sampai Mei 2014 mengalami penurunan, rincian penurun kasus kematian ibu perkabupen/kota dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Rincian Kasus Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2008 – Mei 2014
	No
	KABUPATEN/KOTA
	KEMATIAN IBU/ TAHUN

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014 (Mei)

	1
	KOTA KUPANG
	14
	13
	5
	6
	7
	5
	2

	2
	KUPANG
	71
	18
	14
	13
	8
	6
	2

	3
	TTS
	59
	45
	46
	23
	25
	24
	2

	4
	TTU
	13
	19
	18
	12
	16
	14
	4

	5
	BELU
	10
	19
	20
	16
	5
	2
	1

	6
	ALOR
	27
	14
	14
	13
	9
	7
	2

	7
	LEMBATA
	6
	4
	9
	4
	5
	3
	1

	8
	FLORES TIMUR
	14
	14
	10
	7
	7
	6
	2

	9
	SIKKA
	16
	9
	16
	8
	6
	6
	5

	10
	ENDE
	8
	11
	11
	9
	14
	8
	1

	11
	NAGEKEO
	2
	7
	1
	5
	3
	11
	1

	12
	NGADA
	5
	7
	6
	5
	3
	4
	2

	13
	MANGGARAI TIMUR
	15
	23
	17
	14
	11
	11
	4

	14
	MANGGARAI
	13
	15
	10
	11
	13
	9
	2

	15
	MANGGARAI BARAT
	9
	11
	13
	10
	13
	15
	4

	16
	SUMBA BARAT DAYA
	18
	16
	11
	11
	7
	12
	7

	17
	SUMBA BARAT
	6
	2
	3
	4
	1
	2
	1

	18
	SUMBA TENGAH
	5
	3
	2
	4
	2
	1
	1

	19
	SUMBA TIMUR
	14
	12
	8
	20
	2
	15
	10

	20
	ROTE NDAO
	5
	10
	8
	6
	8
	6
	3

	21
	SABU RAIJUA
	-
	-
	10
	7
	7
	7
	4

	22
	MALAKA 
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	3

	TOTAL 
	330
	272
	252
	208
	192
	176
	64


                      Sumber : Dinkes Prov. NTT

Data pada tabel diatas menunjukan bahwa kasus kematian Ibu mengalami penurunan dari 330 kasus pada tahun 2008 menjadi 176 kasus pada tahun 2013 dan sampai dengan Mei 2014 sebanyak 64 kasus.  Data untuk dua tahun terakhir menunjukan bahwa terdapat disparitas yang mencolok antar kabupaten/kota. Pada tahun 2012  terdapat 6 (enam) kabupaten yang jumlah kasus kematian ibu berada di atas 10 (sepuluh) kasus yaitu: TTS 25 kasus, TTU 16 Kasus, Ende 14 kasus, Manggarai Timur 11 kasus, dan Manggarai dan Manggarai Barat  masing-masing 13 kasus. Pada tahun 2013 Kabupaten TTS masih memiliki kasus kematian tertinggi yaitu 24 kasus atau hanya mengalami penurunan 1 (satu) kasus, sedangkan TTU menurun menjadi 16 Kasus, Ende menurun menjadi 8 kasus. Untuk Manggarai Timur jumlah kasusnya masih dengan tahun 2012, yaitu 11 kasus kematian. Pada tahun 2013 terdapat 2 (dua) kabupaten yang mengalami peningkatan kasus kematian cukup tinggi, yaitu Sumba Timur dari 2 (dua) kasus pada tahun 2012 menjadi 15 kasus pada tahun 2013 dan Sumba Barat Daya dari 7 (tujuh) kasus pada tahun 2012 menjadi 12 kasus pada tahun 2013.
Tren perkembangan total kasus kematian ibu melahirkan tingkat provinsi dari 2008 sampai dengan Mei 2014  sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini:







Grafik 2.2
Perkembangan Total Kasus Kematian Ibu 2008-Mei 2014


    










Sumber : Laporan F1 – F8 dan Laporan Indikator Antara Revolusi KIA NTT Kabupaten/Kota Tahun  2008 – 2014  melalui Bidang Kesmas Dinkes NTT

Jumlah kelahiran hidup adalah banyaknya bayi yang lahir hidup pada tahun tertentu didaerah tertentu, konstanta = 100.000 bayi lahir hidup. Jumlah kematian ibu yang dimaksud adalah banyaknya kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu, di daerah tertentu. Sedangkan jumlah kematian bayi  nol sampai kurang dari satu tahun = jumlah kematian bayi  (berumur kurang dari satu tahun) pada satu tahun tertentu didaerah tertentu. Jumlah lahir hidup= jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu di daerah tertentu, konstanta 1000. 

Tabel 2.15
Persentase Balita Menurut Status Gizi Tahun 2010-2013
	Status Gizi Balita
	2010
	2011
	2012
	2013

	Lebih
	2,00
	14,63
	4,12
	0,63

	Normal
	64,40
	74,01
	82,17
	84,87

	Kurang
	24,20
	10,15
	12,26
	12,54

	Buruk
	9,40
	1,23
	1,45
	1,96


 				 Sumber : Diolah dari Data Dinas Kesehatan, 2013


3. Ketersediaan SDM kesehatan NTT tahun 2012-2013

Kondisi Umum Tenaga Kesehatan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan tahun 2014 berjumlah 7.959 orang, sementara kebutuhan  tenaga kesehatan di Nusa Tenggara Timur 15.286 orang, ini berarti masih terjadi kekurangan tenaga sebanyak 7.327 orang, Tenaga kesehatan terdiri dari bebebrapa  jenis tenaga, bekerja di Puskesmas, Rumah Sakit, Sarana Pelayanan Kesehatan Lain, dan Dinas Kesehatan Kab/Kota. Rincian ketersediaan tenaga Kesehatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:
Tabel 2.16
Ketersediaan SDM Kesehatan NTT Tahun 2014
	Jenis Tenaga
	Kebutuhan
	Tersedia
	Kekurangan

	Dokter Spesialis
	289
	86
	203

	Dokter Umum
	1,925
	46
	1.499

	Dokter Gigi
	529
	136
	393

	Perawat
	5,715
	3,647
	2,068

	Bidan
	4,812
	3,266
	1,546

	Apoteker
	479
	144
	366

	Ass. Apoteker
	1,437
	634
	844


                   Sumber: Bidang Pengembangan  SDM Dinkes Prov.NTT tahun 2014

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tenaga kesehatan yang paling dibutukan  di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah tenaga perawat sebanyak 5.715 orang, dikuti tenaga bidan 4.812, tanaga dokter umum 1.925 orang dan yang paling rendah adalah tenaga dokter spesialis sebanyak 289 orang.


a. Fasilitas Kesehatan
· Fasilitas kesehatan NTT tahun 2014
Tabel 2.17
Perkembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di NTT
Tahun 2009-2013
	Fasilitas
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Rumah Sakit
	35
	35
	40
	41
	43

	Puskesmas
	300
	310
	341
	348
	368

	Posyandu
	8.681
	8.942
	8.992
	9.430
	9.368

	Puskesmas Pembantu
	1.115
	1.058
	1.054
	1.044
	1.045

	Puskesmas Keliling
	337
	1.596
	2.114
	450
	332

	Pusat Kesehatan Desa
	383
	487
	207
	464
	570

	Polindes
	1.172
	1.261
	1.292
	925
	755


                                    Sumber : Diolah dari Data Dinas Kesehatan

· Jumlah Rumah Sakit menurut jenis Rumah Sakit di NTT, Tahun 2014
Tabel 2.18
Jumlah Rumah Sakit menurut jenis Rumah Sakit di NTT Tahun 2014
[image: ]

           

















Sumber: NTT Dalam Angka, 2014

3. Pertanian
Luas Lahan dan Pengembangan 
Per Tahun 2013, luas tanaman jagung di NTT seluas 276.230 ha, luas panen 270.394 ha dan tingkat produksi 707.643 ton. Bila dirinci menurut Kabupaten/Kota maka kabupaten dengan luas tanaman jagung tertinggi adalah Timor Tengah Selatan yakni 79.132 ha dengan luas panen 76.638 ha dan tingkat produksi 207.631 ton. Sedangkan yang terkecil adalah Kota Kupang dengan luas tanam 339 ha, luas panen 377 ha dan tingkat produksi sebesar 1.008 ton. 

Tabel 2.19
Luas Tanam, Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Jagung 
Di Provinsi NTT Tahun 2013
	Kabupaten/Kota
	Luas Tanam (ha)
	Luas Panen (ha)
	Rata-Rata Hasil
(kw/ha)
	Produksi
(ton)

	Sumba Barat 
	5.318
	5.501
	29,13
	16.026

	Sumba Timur 
	17.284
	13.131
	26,23
	34.446

	Kupang 
	25.985
	19.578
	25,81
	50.538

	Timor Tengah Selatan 
	79.132
	76.638
	27,09
	207.631

	Timor Tengah Utara 
	7.699
	25.114
	25,36
	63.677

	Belu 
	30.211
	28.491
	25,07
	71.430

	Alor 
	6.203
	4.596
	24,66
	11.335

	Lembata 
	15.069
	10.943
	22,58
	24,708

	Flores Timur 
	3.718
	13.077
	22,19
	19.013

	Sikka 
	22.473
	14.280
	23,83
	34.035

	Ende 
	5.194
	3.460
	29.09
	10.066

	Ngada 
	4.053
	7.470
	27,37
	20.446

	Manggarai 
	3.329
	3.170
	28,37
	8.994

	Rote Ndao
	5.551
	3.739
	30,77
	11.505

	Manggarai Barat 
	3.730
	2.348
	28,38
	6.663

	Sumba Tengah 
	3.038
	6.716
	30,33
	20.368

	Sumba Barat Daya 
	25.084
	19.699
	16,08
	31.861

	Nagekeo 
	5.610
	4.942
	24,94
	12.327

	Manggarai Timur
	4.570
	4.535
	32,33
	14.661

	Sabu Raijua 
	2.640
	2.589
	27,40
	7.094

	Malaka 
	-
	-
	-
	-

	Kota Kupang 
	339
	377
	26,73
	1.008

	NTT
	276.230
	270.394
	26,17
	707.643


             Sumber: NTT Dalam Angka, BPS, 2014


Bila dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya jagung masih menempati luas panen terbesar sejak tahun 2009-2013. Dimana pada tahun 2009 luas panen 250.536 ha, tahun 2010; 244.583 ha, tahun 2011; 246.893 ha, tahun 2012; 245.323 ha dan tahun 2013 270.394 ha. 
Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.20
Luas Panen menurut Jenis Tanaman di Provinsi NTT
Tahun 2009-2013

	Jenis tanaman
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Padi
	194.219
	174.674
	195.201
	200.094
	222.469

	Jagung
	250.536
	244.583
	246.893
	245.323
	270.394

	Ubi kayu
	89.154
	102.460
	96.705
	89.282
	79.164

	Ubi jalar 
	12.902
	14.963
	15.781
	18.604
	9.992

	Kacang tanah
	18.396
	16.574
	19.395
	19.694
	13.880

	Kedelai
	2.010
	1.758
	1.366
	2.691
	1.778

	Kacang hijau 
	24.277
	15.767
	12.307
	13.183
	11.869


       	                           Sumber: NTT Dalam Angka, BPS, 2014


Terkait perkembangan produksi tanaman padi dan palawija di Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013, menunjukan bahwa tanaman jagung menunjukan perkembangan produksi yang terus meningkat. Pada tahun 2009, produksi jagung sebesar 638.899 ton dan pada tahun 2013 sebesar 707.643 ton. 
Rinciannya dapat dilihat sebagai berikut : 


Tabel 2.21
Perkembangan Produksi menurut Jenis Tanaman 
Tahun 2009-2013

	Jenis tanaman
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Padi
	607.359
	555.493
	591.370
	698.566
	739.667

	Jagung
	638.899
	653.620
	524.638
	629.386
	707.643

	Ubi kayu
	913.053
	1.032.538
	962.129
	892.145
	811.165

	Ubi jalar 
	103.635
	121.284
	129.728
	151.864
	78.944

	Kacang tanah
	22.465
	20.069
	23.685
	21.562
	16.057

	Kedelai
	2.101
	1.780
	1.379
	2.781
	1.675

	Kacang hijau 
	20.477
	13.462
	10.408
	11.478
	10.139


            	                     Sumber: NTT Dalam Angka, BPS, 2014



Pada tahun 2013 golongan luas lahan 2.000–4.999 m² tercatat mempunyai jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 168.658 rumah tangga meningkat sebanyak 48.411 rumah tangga jika dibandingkan tahun 2003 (40,3 persen). Lebih dari separuh (61,8 persen) rumah tangga usaha pertanian di Provinsi NTT menguasai lahan 5.000 m² atau lebih. Kendati demikian dibandingkan dengan tahun 2003 pertambahannya negatif, kecuali pada golongan luas lahan 5.000–9.999 m². Hal sebaliknya, pertambahan jumlah rumah tangga usaha pertanian yang mempunyai lahan kurang dari 5.000 m2 cukup pesat. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga usaha pertanian yang memiliki luas lahan yang kecil sebagaimana Tabel 2.22.

Tabel  2.22
 Luas Lahan Rumah Tangga Usaha Pertanian Tahun 2002 dan 2013
	No
	Golongan Luas Lahan (m2)
	2002
	2013
	Pertumbuhan

	1 
	<1.000 
	66.600
	64.903
	-1.697
	-2,55

	2 
	1.000–1.999 
	45.441
	64.173
	18.732
	41,22

	3 
	2.000–4.999 
	120.247
	168.658
	48.411
	40,26

	4 
	5.000–9.999 
	194.146
	218.185
	24.039
	12,38

	5 
	10.000–19.999 
	196.062
	183.198
	-12.864
	-6,56

	6 
	20.000–29.999 
	66.574
	50.090
	-16.484
	-24,76

	7 
	≥30.000 
	40.413
	29.647
	-10.766
	-26,64




4. Ketenagakerjaan
Seperti gambaran pada tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar penduduk yang bekerja pada tahun 2012 berada di sektor pertanian, yaitu sebanyak 1.291.191 orang atau 61,61 persen dari total jumlah penduduk. Dalam kurun waktu antara tahun 2008-2012 persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian cenderung tidak mengalami perubahan yang berarti yakni dari 69,42 persen pada tahun 2008, turun menjadi 68,15  persen pada tahun 2009, kemudian naik menjadi 64,70 persen pada tahun 2010, naik  lagi pada angka  64,89 persen pada tahun 2011, lalu menjadi 61,61 persen ditahun 2012, yang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan tipis yaitu  sebesar 3,28  persen. Besarnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dikarenakan oleh posisi sektor pertanian di daerah pedesaan sebagai “katub pengaman” masalah lapangan pekerjaan. Dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan maka praktis setiap tambahan angkatan kerja baru “terpaksa” bekerja di sektor primer tersebut. Apabila secara temporer tersedia alternatif lapangan kerja lain seperti menjadi buruh di sektor konstruksi, industri maupun perdagangan maka transformasi lapangan pekerjaan akan segera berlangsung secara “semu” dan pada gilirannya para pekerja tersebut kembali menggeluti sektor pertanian sebagai sektor asalnya, sebagaimana tabel 2.23
Tabel 2.23.
Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2013

	Lapangan Usaha
	2010
	2011
	2012
	2013

	
	Jumlah
	%
	Jumlah
	%
	Jumlah
	%
	Jumlah
	%

	Pertanian
	1.333.638
	64,70
	1.360.265
	64,89
	1.291.191
	61,61
	1 .284.591
	61,04

	Pertambangan 
	30.166
	1,46
	23.627
	1,13
	29.537
	1,41
	23. 052
	1,10

	Industri 
	143.972
	6,98
	124.697
	5,95
	158.501
	7,56
	150. 998
	7,17

	Listrik, Gas & Air
	1.731
	6,98
	2.420
	0,12
	2.176
	0,10
	3.734
	0,18

	Kontruksi
	62.472
	3,03
	59.405
	2,83
	81.634
	3,90
	76.341
	3,63

	Perdgang
	150.765
	3,03
	147.439
	7,03
	154.124
	7,35
	165.532
	7,87

	Komukasi
	98.318
	4,77
	87.407
	4,17
	95.738
	4,57
	104.267
	4,95

	Keuangan
	9.766
	0,47
	20.810
	0,99
	18.484
	0,88
	22.371
	1,06

	Jasa-jasa
	230.401
	11,18
	270.189
	12,89
	264.298
	12,61
	273.621
	13,00

	Lainnya
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Jumlah
	2.061.229
	100,00
	2.096.259
	100,00
	804.492
	100,00
	2.104. 507
	100,00


Sumber : BPS – NTT Dalam Angka 2014

Sementara itu, sektor lain yang penyerapan tenaga kerjanya relatif tinggi adalah sektor jasa dan perdagangan. Tenaga kerja yang terserap oleh sektor jasa pada tahun 2010 mencapai 11,18 % dan meningkat menjadi 12,89 % pada tahun 2011. Pada tahun 2012 menurun menjadi 12,61 % dan pada tahun 2013 naik  menjadi hanya 13,00 %. Sektor perdagangan termasuk salah satu sektor yang termasuk cukup tinggi penyerapan tenaga kerjanya di mana pada tahun 2010 mengalami penurunan yang sangat drastis  yaitu 3,03 % sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 7,03 % dan naik lagi di tahun 2012 menjadi 7,35% dan pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 7,87%. Penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri sebesar  6,89 % pada tahun 2010 dan menurun lagi menjadi 5,95 % pada tahun 2011 namun meningkat  lagi menjadi 7,56 % pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 7,17 %.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM
2.3.1. LAYANAN URUSAN WAJIB
1. Pendidikan 
a. Angka Partisipasi Sekolah
Selanjutnya angka partisipasi sekolah menunjukkan kelompok umru 7-12 mengalami penurunan pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun 2012 dan tahun 2011, pada kelompok umur 13 – 15 dari tahun 2011 – 2013 mengalami peningkatan sedangkan kelompok umur 16 – 18 pada tahun 2011; 60,21 hal yang sama juga terjadi peningkata pada tahun 2012 menjadi 62,00 dan pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan menjadi 64,90. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.24
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009-2012
	No
	Kelompok Umur
	2011
	2012
	2013

	1.
	7 – 12
	95,96
	95,99
	92,34

	2.
	13 – 15
	85,88
	88,56
	89,39

	3.
	16 – 18
	60,21
	62,00
	64,90


               	Sumber: NTT Dalam Angka 2014 - BPS NTT, SUSENAS 2013
b. Rasio Guru/Murid
Pembangunan pendidikan dipengaruhi ketersediaan sekolah, guru dan murid. Sehubungan dengan itu maka untuk mempercepat akses dan kualitas pendidikan dilaksanakan pemenuhan atas tiga aspek strategis pembangunan pendidikan tersebut. Tingkat pendidikan dasar didominasi oleh SD selanjutnya SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Khusus untuk SDLB disediakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia sekolah berkebutuhan khusus. Kondisi perkembangan pembangunan pendidikan dasar pada tahun 2013/2014 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.25
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru
Menurut Tingkat Pendidikan, 2013/2014

	Jenjang Pendidikan
	Sekolah
	Murid
	Guru
	Ratio Murid - Guru

	SD
	4.910 
	867.045
	24.892
	34,83

	SMP/MTs
	1.453 
	293.126
	9.677
	30,29

	SMA/SMK/MA
	623 
	202.081
	25.205
	8,02


               Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Prov. NTT dan BPS NTT

c. Tingkat Kelulusan
Tingkat kelulusan per jenjang pendidikan Tahun Pelajaran 2011/2012  menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data Dinas PPO Provinsi Tingkat kelulusan tingkat SMP/MTs/SMPLB  97,56% turun 0,10%, tingkat SMA/MA  94,50% atau naik 0,07% dan tingkat SMK 96,49% atau meningkat  0,82. Perkembangan tingkat kelulusan merupakan wujud sinergi pembangunan pendidikan semua pemangku pembangunan.Data perkembangan tingkat kelulusan dapat dilihat pada Tabel 2.26.
Tabel 2.26.
Data Kelulusan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008 - 2014

	No
	Tingkat Pendidikan
	Tingkat kelulusan (%)

	
	
	2008/2009
	2009/2010
	2010/2011
	2011/2012
	2012/2013
	2013/2014

	1
	SD
	90.63
	97.06
	98.41
	100.00
	99,69
	99,69

	2
	SMP
	70.25
	96.66
	97.66
	97.56
	97,68
	99,89

	3
	SMA
	69.80
	93.90
	94.43
	94.50
	98,11
	98,99

	4
	SMK
	88.16
	95.91
	95.67
	96.49
	99,79
	99,12


           Sumber: NTT Dalam Angka 2014 - BPS NTT, Analisis Bappeda


d. Pendidikan Guru 
Tenaga guru di Provinsi NTT menyebar pada 22 kabupaten/kota. Tenaga guru di NTT sebagian besar belum berkualifikasi Sarjana (S1). Perkembangan jumlah Guru berdasarkan Kualifikasi Pendidikan tahun 2013 menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.27
Perkembangan Jumlah Guru menurut Kualifikasi Pendidikan
Tahun 2013 di Provinsi NTT

	No
	Kabupatan/Kota
	SMA
	D1
	D2
	D3
	S1
	S2
	

	1
	Kupang
	2.147
	120
	1.131
	212
	2.112
	9
	5.731

	2
	Timor Tengah Selatan
	5.425
	92
	867
	246
	1.618
	34
	8.282

	3
	Timor Tengah Utara
	1.833
	83
	1.144
	168
	1.363
	4
	4.595

	4
	Belu
	3.690
	113
	991
	338
	1.639
	12
	6.783

	5
	A lor
	1.569
	155
	596
	166
	1.023
	5
	3.514

	6
	Flores Timur
	2.221
	101
	936
	280
	850
	1
	4.389

	7
	Sikka
	2.046
	94
	869
	349
	1.108
	13
	4.479

	8
	Ende
	1.793
	155
	1.840
	279
	2.108
	8
	6.183

	9
	Ngada
	831
	67
	782
	269
	694
	1
	2.644

	10
	Manggarai
	847
	151
	1.134
	369
	1.407
	3
	3.911

	11
	Sumba Timur
	1.958
	69
	568
	166
	1.188
	1
	3.950

	12
	Sumba Barat
	955
	50
	190
	114
	462
	1
	1.772

	13
	Lembata
	1.502
	83
	490
	172
	722
	3
	2.972

	14
	Rote Ndao
	801
	25
	482
	72
	852
	1
	2.233

	15
	Manggarai Barat
	1.242
	94
	1.002
	269
	1.065
	3
	3.675

	16
	Nagakeo
	1.053
	46
	763
	271
	785
	2
	2.920

	17
	Sumba Barat Daya
	984
	77
	382
	144
	514
	3
	2.104

	18
	Sumba Tegah .
	691
	18
	173
	117
	370
	
	1.369

	19
	Manggarai Timur
	994
	63
	746
	222
	637
	1
	2.663

	20
	Sabu-Raijua
	517
	18
	283
	41
	289
	
	1.148

	21
	Kota Kupang
	902
	159
	821
	338
	3.061
	44
	5.325

	Jumlah
	34.001
	1.833
	16.190
	4.602
	23.867
	149
	80.642


        














       Sumber Data: BPS, Indikator Kesra NTT 2013


Data tersebut di atas memperlihatkan bahwa kualifikasi pendidikan tenaga Guru untuk provinsi NTT masih didominasi kualifikasi pendidikan SMA (34,04); selanjutnya urutan kedua adalah kualifikasi Sarjana (23,87%), selanjunya D1 dan D2/D3. Secara umum, tenaga guru yang berkualifikasi belum Sarjana sejumlah 50.927 (72%) ; sedangkan guru yang sudah berkualifikasi Sarjana (S1) berjumlah 19.864 (28%). 

2. Kesehatan
Salah satu Misi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018 adalah “Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat”.Untuk meningkatkan pembangunan kesehatan perlu didukung prasarana kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu,  tenaga kesehatan dan alat kesehatan.
a. Sarana Kesehatan 
Sampai dengan Tahun 2013 terdapat 43 Rumah Sakit di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari 20 Rumah Sakit Pemerintah, 13 Rumah Sakit Swasta, 5 Rumah Sakit TNI/Polri dan 4 Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Pemerintah bertambah 1 di Kabupaten Manggarai Barat, Rumah Sakit TNI mengalami peningkatan sebanyak 2 rumah sakit. Saat ini seluruh kabupaten/kota telah memiliki rumah sakit negeri maupun swasta termasuk Kabupaten Malaka sebagai Daerah otonom baru. 
Tabel 2.28
Perkembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di NTT
Tahun 2009-2013
	Fasilitas
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Rumah Sakit
	35
	35
	40
	41
	43

	Puskesmas
	300
	310
	341
	348
	368

	Posyandu
	8.681
	8.942
	8.992
	9.430
	9.368

	Puskesmas Pembantu
	1.115
	1.058
	1.054
	1.044
	1.045

	Puskesmas Keliling
	337
	1.596
	2.114
	450
	332

	Pusat Kesehatan Desa
	383
	487
	207
	464
	570

	Polindes
	1.172
	1.261
	1.292
	925
	755


             Sumber : Diolah dari Data Dinas Kesehatan

Dibandingan tahun 2012 maka pada tahun 2013 pembangunan kesehatan dilayani 368 unit Puskesmas naik 3,26%, 1.045 unit Puskesmas Pembantu, 332 unit Puskesmas Keliling dan 9.368 unit Posyandu. Kemampuan layanan puskesmas terhadap kecamatan rasionya 1.15 : 1 artinya ada kecamatan yang memiliki lebih dari 1 puskesmas. Selajutnya rasio Pustu dengan desa yaitu 1 : 0.33.
Data jumlah persalinan tahun 2008 adalah 109.604, yang menggunakan fasilitas kesehatan 52.436 persalinan atau 47,84%, sedangkan 57.168 (52,16%) persalinan tidak menggunakan fasilitas kesehatan. Pada tahun 2012, dari 97.382 persalinan, tercatat 79.208 persalinan atau sekitar 81,34% menggunakan fasilitas kesehatan, sisanya 18.174 (18,66%) persalinan tidak menggunakan fasilitas kesehatan (Laporan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, 2013).Peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan berkorelasi signifikan dengan kesadaran masyarakat akan fungsi dan tujuan layanan kesehatan yang menjadi pilar utama kebijakan Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang diluncurkan sejak tahun 2010.
b. Tenaga Kesehatan
Ketersediaan tenaga kesehatan juga merupakan salah satu indikator dalam pembangunan kesehatan. Pada tahun 2013 jumlah tenaga medis yang melaksanakan pelayanan kesehatan sebanyak 9.918 orang, dan Tenga Non Medis pada tahun 2013 sebanyak 1.755 orang. Komposisi tenaga kesehatan tahun 2013 sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.29
Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan Kesehatan, 2013
	Unit Kerja
	Tenaga Medis
	Tenaga Non Medis

	
	Medis
	Perawat
	Bidan
	Farmasi
	Ahli Gizi
	Teknisi Medis
	Sanitasi
	Kesehatan Masyt
	Fisioterapis

	Puskesmas
	400 
	3. 744
	2.870
	260
	298
	232
	378
	265
	24

	Rumah Sakit
	171 
	1.163
	368
	158
	41
	142
	30
	58
	53

	Sarana Kesehatan Lain
	8 
	10
	7
	11
	0
	10
	0
	0
	0

	Dinkes Kab/Kota
	22 
	196
	64
	95
	32
	71
	197
	275
	20

	Institusi/Diklat/Diknakes
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Jumlah
	601
	5 113
	3 309
	524
	371
	455
	605
	598
	97


Sumber: BPS NTT 2014

c. Kesehatan Masyarakat 
Status kesehatan, NTT masih di bawah angka nasional yakni proporsi bayi dengan BBLR di tahun 2013 sebanyak 16%.Aspek status gizi, juga menunjukkan masih tingginya proporsi Balita dengan status gizi kurang dari angka nasional di tahun 2013 yakni 29%. Angka ini merupakan angka terendah secara nasional. Kasus Penyakit ISPA, Pneumonia dan malaria juga masih tinggi demikinan juga  prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner dan stroke. Untuk aspek kesehatan mata dan telinga, kesehatan gigi, kesehatan jiwa, disabilitas, dan juga menunjukkan adanya masalah perlu mendapat perhatian. Proporsi kejadian kebutaan, katarak, gangguan jiwa, serta masalah gigi dan mulut menunjukkan angka yang masih di atas angka secara nasional.  Kondisi kesehatan masyarakat berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007, 2010 dan 2013  terhadap beberapa indikator kunci kesehatan secara umum akan diuraikan dalam Tabel 2.30.
Tabel 2.30
Kondisi Kesehatan Penduduk NTT dan Nasional Hasil Riskesdas 2007 dan 2013
	Aspek Kesehatan
	Indikator
	NTT
	Nasional

	
	
	2007
	2010
	2013
	2007
	2010
	2013

	Status kesehatan
	· Proporsi BBLR
	-
	19
	16
	-
	11,1
	10,2

	
	· Proporsi bayi lahir pendek dan BBLR
	-
	-
	4.5
	-
	-
	4.3

	Status Gizi
	· Balita Gizi Kurang
	33.5
	33
	29
	-
	19.6
	18.4

	
	· Proporsi Balita Pendek
	49
	59
	51
	36.8
	12.4
	37.2

	Penyakit Menular
	· Prevalensi ISPA (Semua Umur)
	41.5
	-
	42
	24
	-
	25

	
	· Periode Prevalensi Pneumonia Per 1000 Balita
	-
	-
	38.5
	-
	-
	18.5

	
	· Insidens Malaria
	13
	-
	7
	2.9
	-
	1.9

	Kesehatan Lingkungan
	Proporsi RT yang Memiliki Akses Air Minum
	47
	66.9
	70.1
	62
	62.3
	66.8

	
	Proporsi RT yang Memiliki Akses Ke Fasilitas Sanitasi
	18
	28
	32
	40.3
	56
	59.8

	Pelayanan Kesehatan Anak
	· Proporsi Kunjungan Neonatal 1
	-
	43
	50
	-
	71.3
	71.4

	
	· Proporsi Kunjungan Neonatal Lengkap
	-
	10
	25
	-
	31.8
	39.3

	
	· Cakupan Vit A
	76
	-
	77
	71.5
	0
	75.5

	Pelayanan Kesehatan Ibu
	· Proporsi PUS yang Ber-KB
	-
	38
	40
	-
	55.8
	59.7

	
	· Proporsi Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
	-
	58
	65
	-
	79
	86.9

	
	· Proporsi Persalinan di Fasilitas Kesehatan
	-
	-
	63
	-
	-
	76.1

	Pelayanan Kesehatan Lainnya  
	Proporsi Penduduk Yang Mendapat Pengobatan TB
	-
	-
	70
	-
	-
	56.2

	
	Proprosi Penduduk Yang Rawat Inap
	-
	38
	40
	-
	55.8
	59.7


        Sumber: Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, 2013


3. Pekerjaan Umum
a. Jalan
Perbandingan panjang  jalan terhadap  luas wilayah dan jumlah penduduk Jalan merupakan prasarana vital bagi kegiatan angkutan darat. Panjang jalan nasional/negara di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2013 mencapai 1.406,68 km, jalan provinsi sepanjang 1.737,31 km, dan jalan kabupaten/kota mencapai 16.771,69 km. Alor merupakan kabupaten yang memiliki jalan paling panjang, dibandingkan dengan wilayah lain di Nusa Tenggara Timur dimana pada tahun 2013 tercatat sepanjang 1.806,69 km. Urutan berikutnya adalah Timor Tengah Selatan dengan jalan sepanjang 1.522,13 km.

Tabel 2.31
Panjang Jalan di Nusa Tenggara Timur menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pemerintah yang mengelola Tahun 2013[image: ]








Tabel 2.32
Panjang Jalan Nasional dan Provinsi menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2013
[image: ]

b. Sanitasi Lingkungan
Pembangunan sanitasi dapat ditinjau dari keberadaan sarana dasar penampungan limbah rumah tangga, persampahan dan drainase. Persentase rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi dasar di tingkat desa tahun 2010 yaitu jamban sendiri 2.220 Desa/Kelurahan (74,85%), Jamban bersama 102 desa (3,44%) dan jamban umum 612 (20,63%). Walaupun mengalami peningkatan akan tetapi persentase jumlah kepemilikan masih rendah yakni kurang dari setengah jumlah rumah belum memiliki jamban/WC. Untuk meningkatkan sanitasi lingkungan dibutuhkan percepatan pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).
c. Irigasi
Pembangunan irigasi variatif akibat pengaruh topografi berbukit dan bergunung sehingga menyebar dalam luasan yang kecil. Areal potensial lahan basah untuk pengembangan lahan irigasi seluas 310.093 Ha, dengan tingkat fungsional seluas 126.168 Ha atau 40,7%. Berdasarkan kewenangan pengelolaan, maka terdapat 3 Daerah Irigasi yaitu 52 DI Pusat yang luas potensialnya 133.929 Ha dengan luas fungsional 31.356 Ha, 36 DI Provinsi yang luas potensialnya 49.326 Ha dengan luas fungsional 27.589 Ha dan Di Kabupaten/Kota yang luas potensialnya 126 Ha dengan luas fungsional 67.223 Ha. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi hanya 2,9% dari 1.229 daerah irigasi dengan tingkat fungsional 55,6%. Kondisi kerusakan jaringan irigasi mencapai 61%. 
Untuk mengatasi kekurangan air akibat kekeringan dan maka diupayakan pembangunan embung-embung yang terdiri dari embung kecil, embung irigasi dan waduk. Pada periode 2009-2013 telah dibangun 358 buah embung yang terdiri atas embung kecil sebanyak 334 buah dan embung irigasi sebanyak 24 buah. Sebaran embung-embung terbanyak yaitu Kabupaten Kupang 87 embung, Kabupaten Timor Tengah Selatan 61 embung dan Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 60 embung. Untuk bidang sumber daya air juga dilaksanakan kegiatan; Peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi (DI) yaitu; 11 DI tahun 2009, 16 DI tahun 2010, 16 DI tahun 2011 dan 15 DI tahun 2012, (2) pembangunan baru daerah irigasi; 2 DI tahun 2009 dan 3 DI tahun 2012.

4. Perumahan  
Permukiman sebagai salah satu komponen pembangunan yang membutuhkan ruang untuk pembangunan telah diatur dalam RTRWP dengan lokasi di seluruh Kabupaten/Kota. Selanjutnya secara mikro, kawasan perumahan dan permukiman tersebar pada desa/kelurahan sebagai satuan wilayah pembangunan pembangunan terkecil. Pembangunan perumahan dan permukinan merupakan kebutuhan primer masyarakat. Pembangunan perumahanditinjau dari aspek kelayakan berdasarkan kondisi rumah tahun 2010-2013 sebagaimana Tabel berikut :
Tabel 2.33
Perkembangan Persediaan rumah layak huni 2010-2013
	No
	Indikator
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Jenis Lantai Terluas
	
	
	
	

	
	· Bukan Tanah
	64.34
	65.81
	59,25
	62,42

	
	· Tanah
	35.66
	34.19
	32,30
	29,82

	2
	Lantai terluas
	
	
	
	

	
	· < 20 M2
	6.44
	6.69
	10,05
	6,07 

	
	· 20 - 49 M2
	58.05
	57.54
	51,98
	51,91

	
	· 50 - 99 M2
	29.83
	30.03
	32,18
	34,92

	
	· 100 - 149
	5.69
	5.74
	5,79
	5,42

	
	150
	-
	-
	-
	1,67

	3
	Jenis Atap
	
	
	
	

	
	· Seng
	75.71
	75.89
	78,12
	80,45

	4
	Dinding Terluas
	
	
	
	

	
	· Tembok
	30.8
	31.37
	32,58
	33,06 

	
	· Kayu
	10.94
	10.46
	10,28
	10,80

	
	· Bambu
	33.92
	34.38
	31,65
	31,26

	
	· Lainnya
	24.34
	23.79
	25,50
	24,88


            Sumber: NTT Dalam Angka 2014 - BPS NTT, Analisis Bappeda

5. Penataan Ruang
Penataan Ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Tikur  mengacu pada Perda nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana  Tata Ruang Wilayah Provinsi tahun 2010-2030. Selanjutnya   dengan mengacu pada Rencana tata Ruang wilayah provinsi maka seluruh Kabupaten/kota menetapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.  Untuk operasional  selanjutnya ditetapka Rencana teknis.
Sesuai rencana peruntukan ruang, hingga tahun 2013 penyimpangan pola ruang  total yang terjadi  sangat rendah  dengan proyeksi berada di bawah angka 5 % terutama pada kawasan budidaya. Selanjutnya  untuk kawasan lindung yang mencapai 30 % dari total luas wilayah tingkat penyimpangannya  sangat rendah. Untuk beberapa kawasan lindung sesuai dengan kajian teknis telah dilakukan penyesuaian peruntukan  menjadi kawasan budidaya  melalui proses pertukaran fungsi.
6. Perencanaan Pembangunan
  Perencanaan Pembangunan dilaksanakan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;  menjamin  keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan  menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selama tahun 2009-2013 perencanaan pembangunan daerah didukung dokumen pererencanaan pembangunan yang ditetapkan fdalam Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagaimana tabel 2.34.

Tabel 2.34
Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2009-2014
	No
	Dokumen Perencanaan Pembangunan
	Jenis Regulasi

	
	
	Perda
	Pergub

	1
	RPJPD Provinsi  NTT 2005 -2025
	v
	-

	2
	RPJMD Provinsi NTT 2009-2013
	v
	-

	3
	RKPD  
	-
	V

	4
	Perencanaan Khusus Penjabaran RPJMD:
	
	

	
	· Empat Tekad Pembangunan NTT
	
	

	
	· MP3EI Provinsi NTT
	-
	V

	
	· MP3KI provinsi NTT
	-
	V

	
	· Pembangunan Daerah Terpadu Berbasis Desa/Kelurahan
	-
	-

	
	· Desa Mandiri Anggur Merah
	-
	v

	
	· Perencanaan pembangunan program Lembaga Internasional
	-
	v


                 Sumber: Bappeda Provinsi NTT


Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan tersebut maka sinergi pembangunan  dapat dilaksanakan lebih optimal dengan menjadikan Desa/kelurahan sebagai satuan terkecil  wilayah pembangunan. Ditetapkannya kebijakan pembangunan daerah terpadu berbasis Desa/kelurahan memberikan arahan bahwa setiap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan yang bersumber dari dana APBD provinsi dan sumber pendanaan lainnya  harus menetapkan lokasi  secara jelas yaitu Desa/Kelurahan.
7. Perhubungan
a. Perhubungan Darat
Terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Terminal dikelompokan atas 3 tipe yaitu: 
1. Terminal Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi, dan/atau angkutan lintas batas Negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.                                                                                     
2. Terminal Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan pedesaan.
3. Terminal Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terminal Tipe A : 2 unit (Terminal Motaain-Belu & Terminal Naiola-TTU ; Terminal Tipe B, 16 unit dan  Terminal Tipe C, 4 unit.
Tabel  2.35 
Jumlah dan Tipe  Terminal di Nusa Tenggara Timur  Tahun 2012
	No
	Nama Terminal
	Lokasi
	Tipe Terminal
	Luas Terminal (M2)

	1.
	 Oebobo
	Kota Kupang
	B
	          2,268 

	2.
	 Noelbaki
	Kupang 
	B
	           1,800 

	3.
	 Haumeni
	T T S
	B
	           2,613 

	4.
	 Kefamenanu
	T T U
	B
	           1,500 

	5.
	 Lolowa
	Belu
	B
	           4,400 

	6.
	 Kadelang
	Alor
	C
	              810 

	7.
	 Lewoleba
	Lembata
	C
	           2,000 

	8.
	 Lamawalang
	Flores Timur
	B
	           1,800 

	9.
	 Madawat
	Sikka
	B
	           2,000 

	10.
	 Lokarya
	Sikka
	B
	           1,350 

	11.
	 Roworeke
	Ende
	B
	           3,500 

	12.
	Ndao
	Rote Ndao
	B
	3.           60

	13.
	 Watujaji
	Ngada
	B
	           2,400 

	14.
	 Mena
	Manggarai
	B
	           3,000 

	15.
	 Iteng
	Manggarai
	C
	           2,500 

	16.
	 Nggorang
	Manggarai Barat
	B
	           3,200 

	17.
	 Kawangu
	Sumba Timur
	C
	           1,200 

	18.
	 Lambanapu
	Sumba Timur
	B
	           6,000 

	19.
	 Waikelo
	Sumba Barat Daya
	B
	           2,200 

	20.
	 Waikabubak
	Sumba Barat
	B
	           3,200 

	21.
	 Terminal Motaain – Lintas Batas Negara
	Belu
	A
	         10,000 

	22.
	Terminal Naiola – Lintas Batas Negara
	TTU
	A
	10.    10,000


 	  Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi NTT  Tahun 2012

b. Perhubungan  Laut
Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Kepulauan membutuhkan peran modal angkutan laut. Daya dukung pelabuhan laut saat ini yaitu Nusa Lontar sebagai pelabuhan laut internasional; pelabunan nasional yaitu pelabuhan Larantuka, Labuan Bajo, Kalabahi, Maritaing, Waingapu, Waekelo, Waiwadan, Ippi, Maumere, Wini serta pelabuhan laut regional yaitu pelabuhan Ndao, Papela, Baa, Batutua, Oelaba, Mananga, Waewerang, Nangalili, Komodo, Paitoka, Biu, Raijua, Seba, Kolana, Kabir, Baranusa, Aimere, Marapokot, Baing, Lewoleba, Balauring, Maurole, Wuring, Atapupu, Robek, Reo, Boking, Mborong, dan Rua.
Prasarana pelabuhan penyeberangan di NTT tahun 2013
Kondisi geografis di Nusa Tenggara Timur yang berpulau-pulau menuntut tersedianya jaringan perhubungan dan angkutan laut yang tangguh dan luas untuk menghubungkan daerah-daerah kantong produksi dengan daerah konsumen. Jaringan angkutan laut ini juga sangat diperlukan untuk membuka isolasi fisik yang secara langsung berpengaruh dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

Dari 22  kabupaten/kota  di  Nusa  Tenggara  Timur,  ada  16  kabupaten/kota  yang memiliki pelabuhan laut. Walaupun demikian tidak semua pelabuhan laut yang terdapat di Nusa Tenggara Timur memiliki aktivitas tinggi. Beberapa pelabuhan juga belum mengadministrasikan kegiatannya secara baik sehingga tidak ada laporan. Pada tahun 2013 terlihat bahwa arus kunjungan kapal tertinggi terjadi di Pelabuhan Waiwerang/Lembata 7.841 kali disusul oleh Pelabuhan Larantuka/Flores Timur sebanyak 7.675 kunjungan dan Labuan Bajo/Manggarai Barat sebanyak 4.450 kunjungan. 

















Tabel 2.36
Arus Kunjungan Kapal Laut pada setiap Pelabuhan Laut
Tahun 2012 - 2013

[image: ]

Pada tahun 2013  jumlah kunjungan kapal laut di Nusa Tenggara Timur lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2012, demikian juga dengan jumlah penumpang kapal laut seperti ditunjukkan pada Tabel dibawah. Jumlah penumpang kapal laut yang naik maupun turun pada tahun 2013 naik sekitar 2 kali lipat dibandingkan tahun 2012. Sementara itu, jumlah penumpang yang turun pada tahun 2013 terbanyak di pelabuhan Waiwerang sebanyak 625.812 
orang disusul pelabuhan Tenau sebanyak 255.595 orang, dan pelabuhan Lewoleba sebanyak 65.253 orang.
c. Perhubungan Udara
1. Prasarana bandara udara di NTT tahun 2013
Sesuai  dengan  kondisi  geografis  Nusa  Tenggara  Timur  angkutan  udara  dapat menjadi sarana alternatif untuk menghubungkan antar pulau yang ada di wilayah ini.  Pada tahun 2013 terdapat 14 pelabuhan udara yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur dan dapat disinggahi oleh pesawat jenis Twin Otter atau Casa secara reguler. 

Ada 4 pelabuhan udara yakni Kupang, Waingapu, Alor, Maumere, dan Labuan Bajo yang sudah dapat disinggahi pesawat jenis Fokker 27. Bahkan pelabuhan udara di Kupang, Maumere dan Sumba Barat Daya saat ini telah dapat disinggahi pesawat jenis Fokker 28, DC9 dan Boeing.

2. Arus  penumpang yang  datang dan  berangkat  lewat  pelabuhan  udara di NTT tahun 2013
Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan arus pesawat dan penumpang di Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2009 sampai tahun 2013. Pada tahun 2009 frekuensi keberangkatan dan kedatangan pesawat di pelabuhan-pelabuhan udara di wilayah Nusa Tenggara Timur sudah cukup baik dan terus meningkat dari tahun ke tahun.  Jika pada tahun 2009 frekuensi kedatangan pesawat hanya 11.139 kali maka pada tahun berikutnya terus meningkat sampai menjadi 23.005 kali   pada tahun 2013. Sementara itu penumpang berangkat meningkat dari 624.105 (2009) menjadi 1.133.292 (2013).
Tabel 2.37
Perkembangan Arus Pesawat dan Penumpang di Nusa Tenggara Timur
Tahun 2009 – 2013
[image: ]


8. Lingkungan Hidup
a. Akses Air Minum
Pelayanan air bersih untuk rumah tangga belum optimal sehingga perlu ditingkatkan. Sumber air minum rumah tangga yaitu air dalam kemasan, perpipaan dan sumur 48,19% dan air minum yang bersumber dari air sungai, hujan dan mata air sekitar 51,81%. Selanjutnya persentase ketersediaan fasilitas air minum tahun 2012 yaitu 19,23% milik sendiri, 31,54% fasilitas bersama, 45,06% umum dan 4,17% lainnya. 
Tabel 2.38
SUMBER AIR MINUM PER DESA/KELURAHAN DI NTT
	No
	Sumber Air Minum
	Desa/Kelurahan
	Presentase (%)

	1
	Air Kemasan/PAM/PDAM
	260
	8.77

	2
	Pompa Listrik
	5
	0.17

	3
	Sumur
	719
	24.24

	4
	Mata Air
	1.679
	56.61

	5
	Sungai/Danau
	139
	4.69

	6
	Air Hujan
	144
	4.86

	7
	Lainnya
	20
	0.67

	8
	Keluarga yg Membeli Air Minum/Memasak
	439
	14.80


 Sumber: NTT Dalam Angka, 2014

b. Kawasan Kritis
Pembangunan lingkungan hidup dilihat berdasarkan kualitas kawasan hutan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan tingkat kekritisannya.Luas lahan kritis menjadi ancaman dalam meningkatkan kelestarian lingkungan. Dari total   kawasan hutan seluas 1.648.492 Ha yang tidak kritis seluas 120.972 Ha atau 7.34%. Selanjutnya lahan tidak kritis di luar kawasan hutan seluas 33.536 Ha atau 1,09% dari total lahan di luar kawasan hutan seluas 3.086.508 Ha sebagaimana Tabel 2.27.
Tabel 2.27
Lahan Kritis dalam Kawasan hutan dan di Luar Kawasan Hutan
	No
	Kondisi
	2011
	Persentase (%)

	A
	Dalam Kawasan Hutan
	
	

	1
	Tidak Kritis
	120,972
	7.34

	2
	Potensial Kritis
	530,238
	32.17

	3
	Agak Kritis
	964,247
	58.49

	4
	Kritis
	19,527
	1.18

	5
	Sangat Kritis
	13,507
	0.82

	 
	Jumlah
	1,648,492
	100.00

	B
	Luar Kawasan Hutan
	
	

	1
	Tidak Kritis
	33,536
	1.09

	2
	Potensial Kritis
	1,521,846
	49.31

	3
	Agak Kritis
	505,366
	16.37

	4
	Kritis
	1,003,986
	32.53

	5
	Sangat Kritis
	21,774
	0.71

	 
	Jumlah
	3,086,508
	100.00

	
	
	
	




c. Daerah Aliran Sungai (DAS)
Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 1.227 buah dan tersebar di 1.192  pulau baik pulau kecil maupun pulau besar di NTT. Dari DAS yang ada maka 27 DAS memiliki peran yang dominan  dengan cakupan luas 1.527.900 Ha perlu pengelolaan intensif dengan memanfaatkan Rencana pengelolaan DAS terpadu. Asas pengelolaan DAS Terpadu  yaitu;  manfaat dan lestarin kerakyatan dan keadilan, kebersamaan, keterpaduan, keberlanjutan, berbasis masyarakat, kesatuan wilayah dan ekosistem, keseimbangan, pemberdayaan masyarakat, akuntabel dan transparan dan  pengakuan terhadap kearifan lokal.
Konservasi sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati sudah dimulai dengan memprioritaskan pengelolaan kawasan hutan yang berfungsi lindung sebagai daerah tangkapan air. Beberapa kawasan prioritas perlindungan adalah pada kawasan Hutan Mutis Timau yang merupakan daerah tangkapan dan hulu dari DAS Benain-Noelmina; kawasan hutan Laiwanggi-Wanggameti dan Manupeu-Tanadaru yang merupakan daerah hulu utama dari DAS Kambaniru di Sumba, serta kawasan hutan Bajawa yang merupakan daerah hulu utama DAS Aesesa di Kabupaten Ngada. Kawasan hutan gunung Mandosawu atau Kawasan TWA Ruteng di Kabupaten Manggarai merupakan hulu dari DAS Wae Laku, Wae Dingin, dan Wae Musur dan berhilir di Borong Kabupaten Manggarai Timur; serta DAS Wae Mese, Wae Mantara berhilir di Kecamatan Satarmese, dan DAS Wae Pese berhilir di Reo Kabupaten Manggarai. Kawasan hutan Meler Kuwus di Kabupaten Manggarai merupakan hulu DAS Wae Kanta bermuara di Lembor Kabupaten Manggarai Barat. Kawasan hutan Illimedo merupakan hulu DAS Lengkong Gete di Kabupaten Sikka bermuara di Pantai Utara. Kawasan hutan Kimang Boleng di Kabupaten Ende merupakan hulu DAS yang bermuara di pantai selatan Ende. Kawasan-kawasan hutan yang disebutkan diatas merupakan satuan-satuan blok hutan yang masih cukup luas dan memiliki peran ekologis yang sangat signifikan dalam mempertahankan peranan hidrologi dan ekosistim DAS.

9. Pertanahan
Untuk lahan-lahan di Nusa Tenggara Timur yang sebagian besar merupakan tanah ulayat milik suku  sehingga sebagian  lahan belum bersertifikat. Upaya sertifikasi dilakukan melalui swadaya masyarakat dan program pemerintah  dengan tingkat capaian hingga saat ini sekitar 35 %.
Kasus-kasus  tanah yang menonjol di Nusa Tenggara Timur terutama berkaitan dengan tanah ulayat. Sedangkan berkaitan dengan tanah Negara  relative menonjol terutama  pada kawasan  lindung  dimana banyak yang telah dimafaatkan untuk kegiatah budidaya oleh masyarakat.  

10. Kependudukan dan Catatan Sipil
Pelaksanaan urusan wajib kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan terutama aspek koordinasinya untuk meningkatkan penduduk melaksanakan kewajiban  pemilikan KTP, Akte Kelahiran dan Akta Nikah yang pelaksanannya dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Dengan ditetapkannya lebijakan pemerintah  melaksanakan E-KTP tanpa biaya berdampak pada peningkatan penduduk memiliki KTP. 
Administrasi kependudukan lainnya yaitu akte kelahiran bayi dan akte nikah  dengan meningkatnya fasilitasi pelayanan lembaga keagamaan dan catatan sipil  dapat berjalan dengan baik.  Tingkat pelayanan akte kelahiran dan akte nikah  dapat terlayani dengan baik karena adanya dukungan lembaga keagamaan yang ada.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak yang dilaksanakan periode 2009-2012 telah memapu   meningkatkan peran perempuan  dalam pembangunan dan menurunnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berbagai aspek kemajuan yang dicapai yaitu; (i) Meningkatnya kesempatan keikutsertaan perempuan di bidang politik dari 10,9 % menjadi 30 %; (ii) Meningkatnya peran perempuan disemua sektor lapangan kerja utama; (iii) Memperluas lapangan dan kesempatan kerja; (iv) berkurangnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, (v) Meningkatkan kualitas perlindungan sosial terhadap perempuan rawan ekonomi dan anak terlantar; dan (vi) Meningkatnya proporsi perempuan yang tamat pendidikan SMA dari 4,25% menjadi 9,25%, SMK dari (2,19%) menjadi 7,19% dan tamat Diploma/Universitas dari 2,08% menjadi 7.08%. Pencapaian tersebut akibat dukungan berbagai kelembagaan dan regulasi khusus sebagaimana tabel 2.28.
Tabel 2.28
Realisasi capaian sasaran Pembangunan Pemberdayaan perempuan
dan Perlindungan anak Tahun 2009 – 2012
	No 
	Indikator Pembangunan 
	Capaian 

	1
	Lembaga perlindungan anak  
	9 Lembaga 

	2
	Dewan Forum anak 
	13 Dewan 

	3
	Unit perlayanan perempuan dan anak  
	7 Shelter 

	4
	Kerjasama  perlindungan perempuan  
	22 Lembaga Sosial 

	5
	Perda Akta kelahiran Gratis 
	16 Kabupaten 

	6
	Kerjasama Peningkatan peran perempuan 
	22 Organisasi 

	4
	Pembetukan  rumah aman/shelter    
	13 Unit


          Sumber : Biro PP Setda NTT

12. Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera
Untuk menekan pertumbuhan penduduk dilaksanakan pengendalian kelahiran melalui Keluarga Berencana (KB). Kepesertaan KB melalui pemasangan akseptor KB pada pasangan usia subur dalam tiga tahun terakhir meningkat relative kecil yaitu jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak 757.760 orang  yang menjadi akseptor KB  681.068 orang (89.8 %). tahun 2013 selanjutnya tahun 2013 jumlah PUS 668.017 orang yang ikut akseptor KB 322.399 orang. 
Kemajuan pembangunan kesehatan meningkatkan umur harapan hidup penduduk, sehingga dalam jangka panjang akan terjadi peningkatan penduduk usia  di atas 64 tahun. Gerakan Pola Makan Sehat bagi masyarakat dan pemberdayaan Lansia secara baik diharapkan dapat memperpanjang produktivitas para lansia. Sehingga penduduk usia di atas 64 tahun yang dikategorikan sebagai penduduk usia ketergantungan, masih memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Kondisi kelompok usia penduduk tahun 2011-2012 sebagaimana Gambar 2.14.


Gambar 2.14
Grafik Kelompok Usia Penduduk NTT 2011-2012
.

Indikator lainnya yang menggambarkan kondisi peserta KB aktif yang menentukan tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk yaitu akseptor KB. Peserta akseptor KB tahun 2009 sebesar 70,2% menurun menjadi 322.706 (35,96%) di tahun  2013   Perkembangan akseptor KB tahun 2009-2013 sebagaimana Tabel 2.29.
Tabel 2.29
Rasio Akseptor KB Tahun 2009 – 2013
	No
	Uraian
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Jumlah Akseptor KB
	503.950
	442.321
	500.086
	681.068
	322.706

	2
	Jumlah Pasangan Usia Subur 
	718.193
	770.816
	742.491
	757.760
	796.804

	3
	Persentase 
	70,2
	57,4
	67,3
	89.8
	40,5


         Sumber: NTT Dalam Angka 2014 - BPS NTT, Analisis Bappeda


Tingkat kesejateraan keluarga yang dipergunakan BKKBN meningkatkan kemampuan pencapaian kesejahetaran masyarakat menunjukkan bahwa pada tahun 2013 didominasi keluarga pra sejahtera yang mencapai 627.401 Keluarga atau 55,85% dari total keluarga sebanyak 1.123.399. Tingkat kesejahteraan lainnya yaitu keluarga sejahtera I  296.833 (26,42%), Keluarga sejahtera II 141.796 (12,62%), keluarga sejahtera III 50.120 (4,46%) dan keluarga sejahtera III+7.609 (0,68%). Komposisi kesejahteraan Keluarga kabupaten/ Kota dan klasifikasi keluarga tahun 2013 selengkapnya sebagaimana Gambar 2.15.
Gambar 2.15
Klasifikasi Kesejahteraan Keluarga Menurut Kabupaten/Kota tahun 2013

13. Sosial

Pembangunan kesejahtersaan sosial bertujuan untuk memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal, wanita rawan sosial ekonomi, penyandang cacat dan komunitas adat terpencil. Selain permasalahan tersebut, migrasi pekerja anak ke Kota Kupang dari beberapa kabupaten seperti TTS, Belu, Sikka, dan Sumba Timur menimbulkan persoalan tersendiri yang perlu ditangani secara serius. 
Kelembagaan pembangunan sosial melalui panti pemerintah dan panti swasta  pada tahun 2013  sebanyak  43  panti yang terbagi  dalam;  panti  anak terlantar 4 unit,  panti lanjut usia 2 unit, panti penyantunan anak cacat 37 unit. Perkembangan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel 2.30
Tabel 2.30
Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2009-2013
	No
	Jenis PMKS
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Anak Terlantar
	3.558 *)
	15.623
	67.310
	67.310
	62.092

	2
	Anak Jalanan
	4.459
	6.007
	3.672
	3.672
	3.672

	3
	Anak Cacat
	9.899
	10.249
	5.363
	5.263
	5.001

	4
	Anak nakal
	4.675
	3.682
	3.114
	3.114
	-

	5
	Wanita Rawan  Sosek
	66.805
	90.209
	50.627
	50.627
	58.511

	6
	Penyandang cacat
	29.735
	38.547
	22.862
	38.880
	34.079

	7
	Keluarga Fakir Miskin
	515.761
	507.330
	490.644
	411.970
	504.852

	8
	Komunitas Adat Terpencil (KAT)
	14.969
	26.346
	55.149
	17.164
	12.522


Sumber: NTT Dalam Angka 2009-2014.
*). Data jumlah anak balita Terlantar

14. Ketenagakerjaan 
a. Angkatan Kerja   
Perkembangan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja bekerja. Perkembangan ekonomi mampu meyerap sebagian besar tenaga kerja, sehingga dapat menekan angka pengangguran terbuka. Perkembangan ketenagakerjaan tahun 2009-2013 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Jumlah penduduk usia produktif tahun 2013 mencapai 2.175.171 orang yang diserap dalam lapangan kerja sebanyak 2.104.507 orang dan yang tidak diserap atau menganggur mencapai 70.664 orang. Perkembangan ketenagakerjaan tahun 2008-2013 sebagaimana tabel 2.31.
Tabel 2.31
Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2009-2013
	No
	Keterangan
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Penduduk
	4.619.655
	4.683.827
	4.776.485
	4.899.260
	4.953.967

	2.
	Penduduk Usia Kerja
	3.121.422
	2.930.406
	3.003.516
	3.057.373
	2.175.171

	3.
	Angkatan Kerja
	2.250.128
	2.132.381
	2.154.258
	2.158.039
	2.104.507

	4.
	Bukan Angkatan Kerja
	871.294
	798.025
	849.258
	961.690
	1.016.577

	5.
	Bekerja
	2.160.733
	2.061.229
	2.096.526
	2.095.683
	2.104.507

	6.
	Penganggur
	89.395
	71.152
	57.999
	62.356
	70.664

	7.
	Penduduk Usia Muda (0-14 thn)
	1.498.233
	1.753.421
	1.772.969
	1.841.887
	

	8.
	Penduduk Usia Tua(65+)
	217.930
	239.436
	237.595
	241.826
	

	9.
	Penduduk Usia Produktiv(15 -64 thn)
	2.903.492
	2.690.970
	2.765.921
	2.815.547
	


       Sumber : BPS, NTT Dalam Angka 2014
b. Lapangan Usaha	
Lapangan usaha yang menjadi sumber penyerapan tenaga kerja dan perkembangan ekonomi daerah tumbuh variatif sehingga daya serap tenaga kerja dan kontribusinya pada PDRB berbeda. Kemampuan lapangan usaha sektor utama dalam penyerapan penduduk berumur 15 tahun ke atas (bekerja seminggu yang lalu) pada periode 2009-2011 mengalami penurunan pada tiga sektor yaitu sektor pertanian, listrik, gas dan air minum, sedangkan sektor Angkutan, Pergudagangan, Komunikasi dan sektor lainnya mengalami pertumbuhan positif. Perkembangan lapangan pekerjaan 9 sektor utama sebagaimana tabel 2.32.
Table 2.32
Lapangan Usaha Utama Tahun 2008-2012
	No
	Lapangan Pekerjaan Utama
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	Total
	PerkembanganPer th (+/-)

	
	
	
	
	
	
	Laki-
laki
	Perem
Puan
	
	

	1
	Pertanian
	1,448,074
	1,472,627
	1,333,638
	1,360,265
	729,568
	561,623
	1,291,191
	-2.71

	2
	Pertanbangan dan penggalian
	  18,544
	 35,570
	30,166
	23,627
	21,108
	8,429
	29,537
	14.82

	3
	Industri 
	140,886
	134,591
	143,972
	124,697
	37,201
	121,300
	158,501
	3.13

	4
	Listrik, Gas dan Air
	2,626
	2,661
	1,731
	2,420
	2,045
	131
	2,176
	-4.28

	5
	Bangunan
	47,529
	56,557
	62,472
	59,405
	80,027
	1,607
	81,634
	17.94

	6
	Perdagangan dan rumah makan
	141,387
	149,160
	150,765
	147,439
	66,854
	87,270
	154,124
	2.25

	7
	Angkutan, pergudagangan, komunikasi
	97,102
	91,598
	98,318
	87,403
	94,069
	1,669
	95,738
	-0.35

	8
	Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan dan bangunan
	10,059
	12,864
	9,766
	20,810
	13,081
	5,403
	18,484
	20.94

	9
	Jasa 
	179,918
	204,745
	230,401
	270,189
	145,087
	119,211
	264,298
	11.72

	
	Jumlah
	2,086,125
	2,160,373
	2,061,229
	2,096,255
	1,189,040
	906,643
	2,095,683
	0.11


Sumber: Analisis Bappeda pada NTT dalam angka 

15.  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Tahun 2012 terdapat 2.534 unit koperasi yang terdiri dari Koperasi Aktif sebanyak 2.222 unit dan Koperasi Tidak Aktif sebanyak 312 unit. Bila dibandingkan dengan tahun 2011, jumlah Koperasi mengalami peningkatan sebesar 212 unit. Sedangkan di sisi lainnya jumlah Koperasi Aktif mengalami peningkatan 208 unit dan jumlah Koperasi Tidak Aktif mengalami penurunan dari 318 menjadi 312 unit. Jumlah tenaga kerja koperasi sebanyak 6.338 orang yang terdiri dari Manajer sebanyak 1.033 orang dan karyawan sebanyak 5.335 orang, telah memberikan pelayanan kepada 581.975 orang (meningkat 54.186 orang anggota pada tahun 2012) anggota koperasi yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota. Secara keseluruhan dari segi keuangan koperasi telah memiliki modal sendiri sebesar Rp. 660.025.225.000,- atau meningkat sebesar Rp.30.059.752.388,- (4,83%) dari tahun sebelumnya. Sedangkan modal luar sebesar Rp. 261.455.202.000,- (27,97%). Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun 2012 sebesar Rp. 145.554.721.800,- atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 22.505.559.796,- (18,29%). 
Usaha kecil menengah berkembang pesat dengan indikasi meningkatnya penyaluran kredit busaha dan pemberdayaan ekonomi produktif yang dilaksanakan.  Program Desa Mandiri Anggur Merah.  Selama periode 2011-2013 telah terbentuk 9.423 kelompok usaha ekonomi produktif dengan anggota 91.713 orang. Jenis usaha yang dikembangkan yaitu peternakan 6.267 kelompok, perdagangan dan jasa 1.158 kelompok, induatri 692 kelompok, tanaman pangan 534 kelompok, perikanan 450 kelompok, simpan pinjam 199 kelompok, perkebunan 45 kelompok dan  pembentukan koperasi 169 unit. Unit usaha kecil menengah juga tumbuh dari pembinaan  melalui PNPM Mandiri  dan program pembangunan lainnya.  
Tahun 2013 terdapat 2.720 unit koperasi yang terdiri dari Koperasi Unit Desa sebanyak 168 unit dan sisa lainnya sebanyak 2.552 unit.

Dengan semakin fokusnya perhatian Pemerintah terhadap pembangunan koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, koperasi semakin berkembang, Sisa Hasil Usaha (SHU) bertambah jumlahnya sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota.


16.  Penanaman Modal
Invetasi di Nusa tenggara Timur   belum optimal  dengan indikasi  jumlah investor yang melaksanakan penanaman modal berjumlah 272 perusahaan  tetapi yang katif  147 perusahaan. Perusahaan PMA berjumlah 156 perusahaan  yang aktif 111 perusahaan    dengan realisasi investasi  US $ 16 juta lebih dengan penyerapan tenaga kerja 1.118 TKI dan 33 TKA. Sedangkan jumlah PMDN  sebanyak 116 perusahaan  dan semuanya aktif. Jenis bidang investasi yang menonjol yaitu perkebunan kakao, budidaya mutiara, pengembangan ternak babi dan ungguas, industri semen, industri pengolahan   jagung (emping jagung),  pembangunan hotel dan travel dan pengembangan usaha penerbangan dan kapal cepat. Aspek pendukung peningkatan investasi kedepan yaitu; sebagai daerah  yang aman investasi, masyarakatnya kooperatif,  jumlah tenaga kerja  cukup tersedia, masyarakatnya religius dan koordinasi   dengan pemerintah  baik.
17. Kebudayaan
Pembangunan kebudayaan Nusa Tenggara Timur dilaksanakan melalui pengkajian, pembinaan, pendataan, pelestarian, pengembangan terhadap berbagai aspek kebudayan sebagai berikut: permuseuman, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, kepercayaan kepada Tuhan Yang maha Esa, kesenian, dan bahasa dan sastra.

18. Kepemudaan dan Olah Raga
Pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan melalui  berbagai peningkatan jumlah dan kualitas organisasi pemuda, Organisasi Olah Raga serta pembangunan gelanggang remaja dan lapangan raga. Organisasi pemuda yang melaksanakan pembinaan  dan pengkaderan anggota secara berkesimbungan yaitu PMKRI, GMNI, GAMKI, GP Ansor, Pemuda Muhamadiyah, Peradah serta Organisasi Kemahasiswaan, karang taruna dan lainnya. Sedangkan organisasi keolahragaan   ditangani  makin profesional dengan meningkatnya keterlibatan partisipasi masyarakat.
Untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepemudaan dan keolahragaan maka pemerintah telah membangun Gelanggang remaja di provinsi dan penyediaan fasilitas olah raga yang tersebar di selurih kabupaten/Kota. Partisipasi masyarakat  juga makin meningkat dengan terbangunnya tempat-tempat pertemuan pemuda secara permanen dan dukungan penyediaan lapangan olah raga secara swadaya.
19. Kesatuan Bangsa dan Politik  Dalam Negeri
1. Pembinaan ormas dan LSM,OKP
Ormas, LSM dan OKP merupakan mitra pembangunan pemerintah dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Sehubungan dengan itu melalui urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri  dilaksanakan pembinaan dan peningkatan  wawansan kebangsaan  melalui komitmen menjaga empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Pembinaan dilaksanakan melalui  kemitraan dengan elemen strategis bangsa yang berkembang di masyarakat yaitu Ormas, LSM dan OKP.  Untuk mewujudkan harapan tersebut telah dilaksanakan kerjasama sebagai berikut: (i) Kerjasama  dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan bagi TNI, POLRI Unsur KOMINDA, FKDM, FPK, FKUB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, TTU, LSM, Yayasan, PMKRI dan GMNI; (ii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FKUB, (iii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FPK;  dan (iv)  peningkatan wawasan dalam rangka peningkatan pemahaman wawasan dan rasa cinta tanah air bagi  350 orang dari unsur Pengurus FKUB, FKDM, FPK, Kominda, LSM, Ormas Pemuda, Toga, Komisi A DPRD serta Aparatur Kesbangpol dan Linmas.

2. Pembinaan Politik  Daerah
Secara agregat data IDI memperlihatkan kinerja demokrasi  Nusa Tenggara Timur cenderung mengalami kenaikan. Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menggunakan 3 (tiga) variabel  yakni:  Kebebasan Sipil, Hak-hak politik dan Institusi Demokrasi. Capaian IDI Tahun 2013 menduduki skor tertinggi dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia sebagaimana pada table 2.33
Tabel 2.33
Indeks Aspek Indeks Demokrasi Indeks
Tahun 2010 – 2013

	
ASPEK IDI

	INDEKS NASIONAL

	
	2013
	2012
	2011
	2010

	Kebebasan Sipil
	79.00
	77.94
	80.79
	82.53

	Hak-hak Politik
	46.25
	46.33
	47.54
	47.87

	Institusi Demokrasi
	72.11
	69.28
	74.72
	63.11

	Overall Indeks
	63.68
	62.28
	65.48
	63.17


 Sumber: BPS, 2013

Persentasi masing-masing variable Indeks Demokrasi Indonesia 2010-2013











Keberadaan IDI mempunyai peran positif dan strategis dalam mengukur serta mengidentifikasi perkembangan demokrasi di Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menjadi acuan dalam menyusun dan merencanakan program pembangunan. Skor hasil IDI NTT tahun 2013 yang menempatkan Provinsi NTT menduduki peringkat Pertama (I) dari 33 Provinsi se-Indonesia merupakan keadaan riil yang mengembirakan sehingga yang menjadi rujukan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkannya, dengan membangun sinergitas dan perlu dituangkan dalam RANAKSI pelaksanaan kegiatan yang mendukung kinerja demokrasi di SKPD secara bertanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing, baik pemerintah, lembaga sipil, media massa, perguruan tinggi, kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya
3. Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Pengembangan Seni budaya daerah dalam rangka memperkaya puncak-puncak seni budaya nasional yang pada gilirannya dapat memperkuat jati diri bangsa dan memperkokoh persatuan dan kesatuan serta toleransi kehidupan beragama. Provinsi NTT dengan 22 Kabupaten yang sangat kaya dengan potensi seni dan budaya serta keragaman yang tersebar di berbagai pulau, memerlukan pengelolaan dalam sebuah wadah seni dan budaya seperti art and culture center.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pelaksanaan  pembangunan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksaanakan  melalui  berbagai capaian indikator  yaitu;  meningkatnya  jumlah Polisi Pamong Praja, peningkatan Poskamling, Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pelayanan perizinan, penegakan perda, patroli dan Sistem informasi manajemen. Berdasarkan kebutuhan tersebut berbagai kebijakan telah dilaksanakan dengan kinerja  yaitu;
· Terbentuknya daerah otonom baru yang berdampak secara positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
· Peningkatan  eselonering dan perluasan tugas Pol PP yang berdampak pada peningkatan kapasitas tugas yang didukung anggota Pol PP yang lebih banyak jumlahnya. Peningkatan ketertiban  melalui Pol PP didukung peningkatan partisipasi masyarakat  dalam pengamanan wilayah  yang intensif  dilaksanakan terutama pada pelaksanaan even politik yang dinilai rawan ketertiban;
· Pertumbuhan ekonomi Nusa tenggara Timur  meningkat cukup signifikan yang berdampak  pada peningkatan kesejahteraan masyatakat sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya gejolak sosial yang bersumber dari kerawana daya beli masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2008-2013  yaitu 5,40 %, 4,29 %, 5,13 %, 5,63 %, 5,44 % dan 5,72 %. Peningkatan pembangunan ekonomi  yang meningkat diikuti dengan penurunan kemiskinan  dari 25,65 % tahun 2008 menjadi 20,03 %  bulan  Maret 2013 atau turun sebesar 5,62 %.
· Untuk meningkatkan kualitas pelayanaan otonomi daerah maka pelayanan perizinan ditingkatkan kualitasnya. Untuk lebih optimalnya penyelenggaran otonomi daerah dan pemerintahan umum  juga dilaksakan penertiban  pelaksanaan perda, patroli pengamanan  sebagai bagian dari upaya penegakan hukum
· Peningkatan pelaksanaan SPM dan pengembangan transparansi informasi merupakan bagian dari upaya penerapan pembangunan berbasis  sistem manamejen informasi.
21. Ketahanan Pangan
Pembangunan ketananan pangan dilaksanakan melalui dua indikator yaitu: Regulasi ketahanan pangan dan Ketersediaan pangan utama. Keijakan strategis yang ditetapkan  dalam rangka  mendukung ketahanan pangan di provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu;
1) Kebijakan nasional: (i) sesuai MP3EI Koridor V wilayah  Bali Nusa Tenggara ditetapkan sebagai pintu gerbang pariwisata dan mendukung ketahanan pangan nasional; (ii) ditetapkannya kebijakan NTT sebagai daerah pendukung swasembada daging;
2) Kebijakan daerah; (i) Ditetapkannya kebijakan NTT sebagai provinsi jagung, sebagai provinsi ternak dan pengembangan perikanan dan kelautan,  (ii)  Kebijakan gerakan konsumsi pangan lokal, (iii) memberikan tambahan biaya operasional pendampingan (BOP) bagi para PPL, dan (iv) Kebijakan program Desa Mandiri Anggur Merah.
Berdasarkan regulasi kebijakan  ketahahan pangan tersebut maka dalam rangka  meningkatkan ketahanan pangan masyatakat telah ditetapkan kebijakan pengembangan pangan lokal sesuai dengan sumberdaya unggulan masing-masing daerah. Sebagai provinsi kepulauan  dengan daya dukung wilayah heterogen  maka ketersediaan pangan utama juga sangat bervariasi. Secara umum  sumber pangan utama masyarakat yaitu jagung, padi, ubi kayu, hasil ternak dan perikanan yang bersumber dari kekayaan alam   daerah.
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pembangunan masyarakat dan desa dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan peran dan akses masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.  Untuk mewujudkan harapan tersebut  maka indikator pelaksanaannya: (i) Musrenbang Desa/Kelurahan partisipatif dan berperspektif anak, (ii) kuantitas dan kualitas RPJMD Desa, (iii) Jumlah LSM dan pengurus LPM/BPD dan kader berprestasi, (iv) PKK aktif, Posyandu aktif,Desa SiAGa aktif, (v) Swadaya masyarakat  terhadap program pemberdayaan (vi) Pemeliharaan pasca  program pemberdayaan, dan (vii) monitoring dan evaluasi partisipatif oleh masyarakat.
23. Statistik
Urusan wajib statistik dilaksanakan untuk meningkatkan penyediaan data dan informasi pembangunan. Perkembangan pelaksanaan pembangunan statistik dilaksanakan melalui kegiatan utama  penyediaan data meliputi; (i) Kabupaten dalam angka, (ii) PDRB Kabupaten dan (iii) data Potensi Desa.  Data-daya tersebut dipublikasi setiap tahun sebagai pelaksanaan urusan wajib statistik yang dilaksanakan melalui kerjasama  Bappeda dan BPS provinsi Nusa Tenggara Timur.
24. Kearsipan
Pengelolaan kearsipan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditangani  oleh lembaga Badan Arsip daerah. Aspek pengelolaan arsip meliputi (i) Pengelolaan arsip secara baku dan Peningkatan pengeloaan SDM arsip.  Untuk mewujudkan tatakelola arsip  maka telah dilaksanakan empat kegiatan utama sebagai dasar program yaitu Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan,  Penyelamatan  dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah,    Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi,  Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
25. Komunikasi dan Informasi
Pembangunan Pos dan Telekomunikasi mencakup jangkauan pelayanan jasa telekomunikasi dan informasi. Usaha untuk memperlancar pelayanan meningkatnya permintaan akan jasa komunikasi dilayani melalui penyediaan jasa Pos dan telekomunikasi. Jumlah kantor pos tahun 2011 sebanyak 6 buah, kantor pos cabang 65 buah dan buah dan pos desa 46 buah, karena pelayanan beralih pada pilihan lain tahun 2012 tinggal 2 kantor pos dan 2 kantor pos cabang. Sedangkan Pelayanan telekomunikasi makin meningkat dengan jumlah pelanggan telepon 43.314 dengan perincian perusahaan 5.362 pelanggan dan perorangan 37. 952 pelanggan. Untuk pelayanan telephone masyarakat didukung penyediaan BTS tersebar di 441 Desa (14.87%) yang mampu meningkatkan kekuatan sinyal telepon seluler dengan katagori Kuat di 1456 Desa/kelurahan (49,09%), lemah 1.225 desa/kelurahan (41,30%), tidak ada 285 Desa (9,61%). Selanjutnya untuk pelayanan telekomunikasi masyarakat berbasis desa kondisi pelayanannya yaitu; Telephone umum kartu/kartu 140 Desa/kelurahan (4,72%), wartel 306 desa (10,32%), warnet 210 desa (7,08%).
26. Perpustakaan
Pembangunan perpustakaan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas layanannya melalui: (i)  peningkatanJumlah Perpustakaan, (ii) peningkatan jumlah Pengunjung perpustkaan dan (iii)  peningkatan Koleksi buku. Untuk mencapai sasatran tersebut telah dilaksanakan kegiatan yaitu;  Pengembangan minat dan kebiasaan membaca, Lomba minat baca berupa lomba mewarnai, Penyelenggaraan sayembara dan festifal Penerbitan Literatur Sekunder , Pameran koleksi deposit nasional, Supervisi, pembinaan dan  stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan, Pengembangan kepustakaan hingga di desa, Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, kegiatan dan Perluasan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan. Pengembangan infrastruktur, aplikasi jaringan, akses internet dan bergabung dalam jaringan perpustakaan digital Provinsi se-Indonesia, Kabupaten/Kota semua jenis perpustakaan digital se-NTT pada tahun 2018, Pengembangan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT sebagai Centre of Excellence (CoE) kebudayaan Austronesia dan Melanisia yang meliputi Provinsi NTT, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

 2.3.2. LAYANAN URUSAN PILIHAN
1. Pertanian
Potensi pertanian lahan kering yaitu sekitar 1.528.308 Ha dan berdasarkan kelas kesesuaian lahan terdiri dari daerah dengan kecocokan tinggi (S1) seluas 202.810 Ha dan kecocokan sedang (S2) 478.930 Ha dan kecocokan terbatas (S3) 846.568 Ha. Potensi perkebunan sesuai Rencana Dasar Pengembangan Wilayah Perkebunan (RDPWP) mencapai luas 888.931 Ha, dan lahan untuk padang pengembalaan mencapai sekitar 900.000 Ha lebih. Potensi lahan basah 284.103 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota, dimana sebagian telah dikelola dan dibagi dalam berbagai daerah irigasi. Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas: (i) Kawasan pertanian tanaman pangandi seluruh Kabupaten/Kota, (ii) Kawasan pertanian hortikultura di seluruh Kabupaten/Kota dan (iii) Kawasan perkebunan terdiri atas: kawasan perkebunan kelapa, kopi, cengkeh, jambu mete, kemiri dan perkebunan vanili
Berdasarkan data BPS mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani (64,70%). Oleh karena itu, produk pertanian khususnya tanaman pangan merupakan salah satu andalan utama bagi peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Bagi sebagian besar keluarga petani,hasil pertanian selain dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, juga menjadi sumber pendapatan untuk pemenuhan hidup ekonomi rumah tangga.
a. Tanaman Pangan dan Hortikultura
Produktivitas padi dan jagung sebagai tanaman pangan utama Tahun 2011-2012 diuraikan pada Tabel 2.36
Tabel 2.36
Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2011-2013
	Tanaman Pangan
	Uraian
	Tahun
	Perkembangan (%)

	
	
	2012
	2013 
	

	Padi
	Luas Panen (Ha)
	200.094
	222.469
	2,51

	
	Produksi Gabah (Ton)
	698.566
	583.553
	18,13

	
	Produktivitas (Ton/Ha)
	3.49
	2,62
	15,24

	Jagung
	Luas Panen (Ha)
	245.323
	270.394
	(0,64)

	
	Produksi (Ton)
	629.386
	707.643
	19,97

	
	Produktivitas (Ton/Ha)
	2,57
	2,62
	20,73


  Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan dan BPS ProvinsiNTT, 2013

Tanaman padi dengan luas panen 222.469 Ha menghasilkan produksi sebesar 729.667 ton, meningkat 31.101 Ton atau 1,88% dari tahun sebelumnya sebesar 698.566 Ton. Produksi jagung sebesar 707.643 Ton, dari tahun sebelumnya sebesar 629.386 Ton. Peningkatan produksi ini dipengaruhi oleh meningkatnya produktivitas jagung dari 2,12Ton/Ha menjadi 2,57 Ton/Ha atau 20,73%. Faktor utama yang mendongkrak peningkatan produksi maupun produktivitas pada tanaman padi dan jagung adalah iklim yang mendukung di tahun 2013 serta penggunaan benih/bibit bermutu/unggul.
b. Perkebunan
Komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis dan mempunyai peluang pasar yang baik antara lain Kelapa, Jambu Mete, Kopi, Kakao, Cengkeh, Vanili, Tembakau dan Kapas. Hasil perkebunan umumnya dipasarkan secara lokal, regional maupun ekspor. Produksilima komoditas utama perkebunan Tahun 2011-2012 seperti pada Tabel 2.37.
Tabel 2.37
Produktivitas Perkebunan Tahun 2011-2013
	NO
	KOMODITI
	URAIAN
	TAHUN
	Perkembangan (%)

	
	
	
	2011
	2012 *)
	2013
	

	1
	Kelapa
	Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)
	90.158
	90.814
	159.115
	9,60

	
	
	Produksi (Ton)
	62.077
	64.400
	66.676
	3,74

	
	
	Produktivitas (Ton/Ha)
	689
	709
	2,39
	2,90

	2
	Jambu Mete
	Luas areal tanaman mengasilkan (Ha)
	74.154
	79.520
	173.796
	7,23

	
	
	Produksi (Ton)
	37.538
	40.432
	43.185
	7,70

	
	
	Produktivitas (Ton/Ha)
	506
	508
	4,02
	0,39

	3
	Kopi
	Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)
	38.984
	39.721
	69.625
	1,89

	
	
	Produksi (Ton)
	19.810
	21.482
	21.654
	8,44

	
	
	Produktivitas (Ton/Ha)
	508
	541
	3,22
	6,49

	4
	Kakao
	Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)
	23.136
	24.056
	52.082
	3,97

	
	
	Produksi (Ton)
	11.929
	13.977
	15.495
	17,16

	
	
	Produktivitas (Ton/Ha)
	516
	581
	3,36
	12,69

	5
	Cengkeh
	Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)
	6.095
	6.295
	15.780
	3,28

	
	
	Produksi (Ton)
	1.599
	2.366
	2.463
	47,96

	
	
	Produktivitas (Ton/Ha)
	262
	376
	6,41
	43,51


  Sumber : BPS, NTT dalam Angka 2014
  Keterangan: *) Angka sementara


c. Peternakan
Kawasan pengembangan peternakan pada RTRWP berupa hamparan padang penggembalaan untuk Peternakan Sapi, Kuda, Kerbau dan Kambing seluas 832.228 Ha tersebar di Kabupaten/kota. Kawasan pengembangan peternakan lainnya dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan usaha tanaman pangan dan perkebunan. Perkembangan populasi ternak besar dan ternak kecl yang populasinya menonjol pada tahun 2011- 2012 sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2.38.
Tabel 2.38
Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak Menurut Kabupaten/Kota, 2013
	No
	Kabupaten/kota
	Sapi
	Kerbau
	Kuda

	1
	Sumba Barat
	1 310
	9 931
	4 970

	2
	Sumba Timur
	52 843
	34 250
	32 336

	3
	Kupang
	151 112
	872
	9 401

	4
	Timor Tengah Selatan
	165 959
	326
	5 669

	5
	Timor Tengah Utara
	108 167
	357
	2 722

	6
	Belu
	118 664
	1 396
	4 489

	7
	Alor
	4 624
	68
	174

	8
	Lembata
	4 406
	-
	1 851

	9
	Flores Timur
	1 981
	5
	2 845

	10
	Sikka
	13 596
	1 348
	3 599

	11
	Ende
	34 510
	1 857
	2 893

	12
	Ngada
	26 388
	7 163
	6 073

	13
	Manggarai
	24 601
	5 242
	1 244

	14
	Rote Ndao
	45 030
	10 475
	5 089

	15
	Manggarai Barat
	12 840
	19 589
	1 338

	16
	Sumba Tengah
	2 075
	12 239
	6 115

	17
	Sumba Barat Daya
	5 523
	6 587
	8 699

	18
	Nagekeo
	. 27 949
	5 892
	3 774

	19
	Manggarai Timur
	12 724
	9 112
	5 811

	20
	Sabu Raijua
	3 461
	7 026
	1 898

	21
	Kota Kupang
	5 371
	51
	57

	
	Total
	823 134
	133 786
	111 047


Sumber : NTT Dalam Angka Tahun 2014
Berdasarkan tabel 2.38 diketahui bahwa perkembangan populasi per komoditinya cendrung menunjukkan angka positif. Kenaikan populasi tertinggi disumbangkan ternak Sapi diikuti kerbau  dan Populasi Ternak kuda, menggambarkan keberhasilan pembangunan peternakan. Peningkatan populasi ternak Sapi merupakan wujud suksesnya pelaksanaan tekad menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Ternak.
Untuk menjaga kesehatan daging, pembangunan peternakan didukung 66 unit Rumah Potong Hewan (RPH) yang terdari dari 54 RPH pemerintah dan 2 RPH Swasta. RPH yang adabelum mampu memberikan pelayanan masyarakat karena 40% lebih kegiatan pemotongan ternak secara perorangan dilakukan di luar RPH.
2. Kehutanan (ini belum)
Pembangunan kehutanan mampu mendukung pembangunan ekonomi produktif melalui pengembangan secara proporsional kawasan hutan produksi. Sebaran kawasan produksi menurut jenisnya tersebar pada kabupaten/kota sebagai berikut: (i) Kawasan peruntukan hutan produksi tetapdengan luas + 258.845 Ha; (ii) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dengan luas + 206.747 Ha; (iii) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dengan luas + 103.889 Ha; dan (iv) Kawasan hutan rakyat tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.Luas kawasan hutan Nusa Tenggara Timur sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 sebesar 1.808.990 Ha, dengan rincian sebagaimana Tabel 2.43.

Tabel 2.43
Potensi Kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
	No
	Fungsi kawasan hutan
	Luas (Ha)
	Proporsi (%)

	1
	Kawasan Suaka &Pelestarian Alam :
	
	

	
	a.
	Cagar Alam
	66.65
	3,68

	
	b.
	Suaka Margasatwa
	18.92
	1,05

	
	c.
	Taman Wisata Alam (darat, perairan)
	159.155
	8,8

	
	d.
	Taman Nasional
	59.06
	3,26

	
	e.
	Hutan Bakau
	40.695
	2,25

	
	f.
	Taman Buru
	5.85
	0,32

	2
	Hutan Lindung
	731.22
	40,42

	3
	Hutan Produksi Terbatas
	197.25
	10,9

	4
	Hutan Produksi Tetap
	428.36
	23,28

	5
	Hutan Produksi dapat dikonversi 
	101.83
	5,63


                    Sumber: Nusa Tenggara Timur Dalam Angka, 2011


Kawasan hutan sebagaimana Tabel  2.39 diklasifikasikan menurut fungsi pokok sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah: (i) Hutan Konversi 101.830 Ha (5,63%), Hutan Lindung731.220 Ha (40,42%), dan Hutan Produksi 625.610 Ha (34,58%). Untuk pengelolaan yang lebih terpadu maka ditetapkan wilayah KPH. Sesuai SK Menteri Kehutanan No.591/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah KPH di NTT telah ditetapkan 22 unit KPH dengan total luas wilayah kawasan hutan pengelolaan 1.247.962 Ha. Sampai dengan tahun 2013   telah dibentuk 3 (tiga) unit KPH yaitu KPHL Model Mutis-Timau, KPHP Model Rote-Ndao dan KPHP Model Alor. Kawasan hutan lainnya yang potensial yaitu Kawasan Hutan Raya (TAHURA).Pengelolaan dan pelestarian kawasan konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA) Prof. Ir. Herman Johanes di Kabupaten Kupang dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar TAHURA.
Untuk menjaga kelestarian kawasan hutan telah dilaksanakan pembangunan kehutanan berupa kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan, Pengembangan Tanaman Cendana, Uji Coba Pembuatan Agroforestry, Rehabilitasi Kawasan Hutan Mangrove, Uji Coba Stek Pucuk Jati, Pembangunan Hutan Berbasis Gender, Pengembangan Tanaman Kayu Merah, Pembuatan Sarana Penyuluhan berupa Persemaian Tanaman Kehutanan di Maupoly, Perencanaan Pengelolaan DAS dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan Non Kayu dan Hasil Hutan.  Hasil produksi kayu Rimba Campuran, Jati, Mahoni, Kayu Merah, Kayu Sengon, Kimiri, Gmelina dan kapuk  yang berjumlah 31.942 m3 tahun 2009 meningkat menjadi  35,035 Tahun 2012. Sedangkan  produk non kayu yang menonjol yaitu asam, kemiri, cendana, kayu papi dan madu.
Cendana sebagai salah satu potensi produksi kehutanan non kayu pembangunannnya terus dipacu  sebagai bagian dari pelaksanaan tekad  memulihkan keharuman cendana. Cendana merupakan tanaman endemik yang telah berkontribusi signifikan bagi daerah ini sejak jaman sebelum penjajahan sampai dengan era sebelum tahun 1990. Akibat kebijakan eksploitasi yag tidak terencana menyebabkan penurunan potensi sebesar 85%. Untuk mewujudkan tekad tersebut telah diterbitkan Peraturan Daerah NTT nomor 5 tahun 2012 tentang pengelolaan Cendana. Selanjutnya dari aspek perencanaan telah disusun Master Plan dan Rencana Aksi Pengembangan dan Pelestarian Cendana. Pengembangan Cendana dilaksanakan dengan 2 cara yaitu pengembangan Hutan Tanaman Cendana (HTC) dalam kawasan hutan dan Gerakan Cendana Keluarga (GCK) pada lahan-lahan milik masyarakat. Penananam Cendana tahun 2009-2012  mencapai 536.645 bibit yang tersebar di Kota Kupang, Kupang, TTS, TTU, Flores Timur, Sumba Timur, Sikka, Alor, Lembata, Ngada,  Nagekeo, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya  Sumba Barat, Manggarai, Sabu Raijua dan  Belu.

3. Energi Sumber Daya Mineral
a. Pembangunan Kelistrikan
Peningkatan pelayanan listrik dilaksanakan melalui pelaksnaan pembangunan pembangkit listrik yaitu; Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas 85,5 MW pada 10 PLDT, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPb), Pengembangan dan Rencana pengembangan PLTPb di 4 lokasi, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pengembangan dan Rencana pengembangan PLTU di 5 lokasi, (vi) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) di 3 lokasi, dan (vii) Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) di 2 lokasi serta Pengembangan dan Rencana pengembangan Gardu Induk dilaksanakan di 12 lokasi. Secara umum ketersediaan tenaga listrik masih dilayani oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara) sementara kebutuhan energi listrik untuk rumah tangga, industri, perkantoran, perhotelan dan lain-lain belum seluruhnya dapat dilayan. Saat ini Desa/Kelurahan berjumlah 3.246 dengan tingkat elektrifikasi termasuk dukungan program “Sehen” telah mencapai 56% dari target yang direncananakan PLN mencapai 75%. Penyediaan tenaga listrik PLN di mengalami peningkatan, namun belum mampu memenuhi kebutuhan yang terus bertambah. Jumlah rumah tangga yang dialiri listrik tahun 2011 sebanyak 376,026 rumah tangga dan sekitar 500.000 lebih rumah tangga belum terlayani listrik. 
Gambar 2.1
Ketimpangan Rasio Elektrifikasi Per Wilayah Tahun 2013 serta Target 2015 - 2019
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b. Pertambangan
Aneka potensi pertambangan sangat potensial yang pengembangnnya dilaksanakan dengan mengacu pada RTRWP. Kawasan peruntukan pertambangan sesuai RTRWP yaitu; kawasan pertambangan mineral; kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; dan kawasan pertambangan panas bumi.Sumber daya mineral logam yang telah diketahui potensinya antara lain: tembaga, mangan dan besi. sedangkan timbal, emas, seng, perak, nikel dan timbah hanya merupakan indikasi dan sebagai mineral ikutan. Potensi sumber daya yang telah diketahui dan terindikasi secara keseluruhan terlihat pada tabel 2.44.
Tabel 2.44
Potensi Sumber daya Mineral Logam Provinsi NTT
	Komoditi
	Sumber daya
(Ton )
	Komoditi
	Sumberdaya(Ton)

	Besi
	676.000
	Lempung
	1.360.101.000

	Pasir Besi
	100.175.359
	Batu Hias
	20.000

	Tembaga
	48.000
	Batuapung
	383.000

	Mangan
	330.063
	Tanah Urug
	2.340.000

	Timbal, emas 
	Indikasi
	Granit
	284.297.000

	Nikel
	Indikasi
	Zeolit
	6.167.160

	Timah
	Indikasi
	Batu Silika
	210

	Batu Gamping
	25.061.000.000
	Tras
	4.637.725

	Toseki
	29.120.000
	Fosfat
	165.600.000

	Andesit
	12.691.250.000
	Marmer
	1.464.100.000

	Sirtu
	7.598.100
	Dolomit
	165.894.320

	Gipsum
	2.006.250
	BenTonit
	27.582

	Kaolin
	26.150.000
	Perlit
	46.000.000

	Pasir Kwarsa
	92.016.250
	
	


                       Sumber : Dinas Pertambangan prov. NTT

Berdasarkan data pada tabel 2.44 maka potensi tersebut perlu ditindak lanjuti dengan penelitian dan pengembangan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti pemetaan dan digitali serta peningkatan status indikasi dengan penyedian sarana dan prasarana pertambangan.
4. Periwisata
Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 telah ditetapkan kawasan peruntukan Pariwisata Alam, Budaya, dan Taman Rekreasi. Kawasan-kawasan pariwista tersebut yaitu (i) Kawasan Suaka Alam Laut Sawu dan Kawasan Suaka Alam Laut Flores, (ii) Kawasan Suaka Margasatwa Perhatu, Kateri, Harlu dan Ale Asisio,(iii) Kawasan Cagar Alam Riung, Maubesi, Way Wuul /Mburak, Watu Ata, Wolo Tadho dan Gunung Mutis, (iii) Kawasan pantai berhutan Bakau, (iv) Kawasan taman nasionalKelimutu, Laiwangi-Wanggameti, Manupeu-Tanadaru dan Taman Nasional Komodo, (v) Kawasan Taman Nasional LautKomodo dan Selat Pantar, (vi) Kawasan Taman Hutan Raya Prof Ir. Herman Yohannes, (vii) Kawasan taman wisata alam terdiri atas:Tuti Adagae, Kemang Beleng I, Alam Kemang Beleng II, Pulau Besar, Alam Pulau Menipo, Ruteng, Egon Illimedo dan Pulau Batang, (viii) Kawasan taman Wisata Alam Laut:Kawasan Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang, Kawasan Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere dan Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung, dan (ix) Kawasan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan terdiri atas Kawasan Kapela Tuan Ma Larantuka, Kawasan Meriam Jepang dan Tugu Jepang di Kota Kupang, Kawasan Gereja Tua di Kota Kupang, Kawasan Gua Alam Baumata serta (x) Kawasan Cagar Budaya berupa Kampung Adat yang terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Timur, Ngada, Nagekeo, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Ende, dan Belu.
Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dalam 4 klaster pengembangan kawasan pariwisata sesuai geogreafis dan keunggulannya yaitu: (i) Klaster I, wilayah Pulau Alor, Pulau Timor, Pulau Rote dan Pulau Sabu untuk pengembangan wisata kepulauan yang bertumpu pada keindahan pantai dan wisata minat khusus; (ii) Klaster II, wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Ngada dan Nagekeo untuk pengembangan pulau penuh pesona yang bertumpu pada komodo sebagai ciri khas serta kehidupan dan peninggalan budaya masyarakat; (iii) Klaster III, meliputi wilayah Kabupaten Ende,  Sikka,  Flores Timur, dan  Lembata untuk pengembangan ekowisata yang bertumpu pada Danau Kelimutu dan berbagai atraksi budaya lokal;dan (iv) Klaster IV, meliputi wilayah Pulau Sumba untuk pengembangan budaya lokal yang bertumpu pada kehidupan megalitik dan ritual.
Jumlah kunjungan wisatawan  tahun 2011 sebanyak 332.676 wisatawan yang terbagai atas Wisatawan Manca Negara 50.170 dan Wisatawan Nusantara 282.506. Untuk mendukung pengembangan pariwisata didukung dengan akomodasi mencapai 269 buah dan restaurant 704 unit. Perkembangan akomodasi, kamar dan tempat tidur hotel yaitu; (i) Tahun 2010, akomodasi 259, kamar 4.429 dan 7.934 tempat tidur, (ii) tahun 2011, akomodasi 269, kamar 4.770 dan tempat tidur 8.645 dan (iii) tahun 2012, akomodasi 276, kamar 5.147 dan tempat tidur 9.044. Kenaikan   pada periode yang sama yaitu akomodasi 3,86%, kamar 7,70% dan tempat tidur 8,96%.
Capaian rata-rata hunian hotel sangat fluktuatif sesuai dengan perkembangan ekonomi asal wisatawan. Pada tahun 2010 hunian hotel bintang mencapai 43,39% dan tahun 2011 mencapai 50,38% tahun 2011. Sedangkan hotel non bintang tingkat hunian naik dari 19,84% menjadi 20,49%. Selanjutnya rata-rata lama menginap wisatawan yaitu wisatawan manca negara mencapai 2,4hari dan wisatawan nusantara 2,2 hari. Khusus wisatawan yang mengunjungi Flores Barat terus meningkat sejalan dengan ditetapkannya Komodo sebagai salah satu keajaiban dunia.
Nusa Tenggara Timur memiliki keunikan (kekhasan) yang layak sebagai destinasi wisata utama dan sebagai gerbang wisata di Selatan Indonesia. Beberapa permasalahan pembangunan di bidang pariwisata yaitu: (i) Belum memadainya dukungan infrastruktur,(ii) Belum optimalnya pengembangan kawasan kepariwisataan, (iii) Masih lemahnya promosi pariwisata; dan (iv) Belum terintegrasinya pemaketan perjalanan wisata.  Masuknya Taman Nasional Komodo sebagai salah satu dari 7 (tujuh) keajaiban dunia dan “Sail Komodo” 2013 merupakan entrypoint menuju keberhasilan kepariwisataan. Secara bertahap kerja sama 3 (tiga) provinsi, NTT-Bali-NTB, yang telah dipelopori sejak tahun 2010 akan diorientasikan pada implementasi pembangunan kepariwisataan secara professional. Karena alasan tersebut, keterkaitan manajemen kepariwisataan dengan aspek-aspek sosial dan kebudayaan sebagai pilar utama pembangunan kepariwisataan perlu dijadikan fokus dan prioritas pembangunan.
5. Kelautan dan Perikanan
Pembangunan perikanan didukung potensi panjang garis pantai ±5.700 Km dan luas wilayah laut mencapai 15.141.773,10Ha. Potensi yang mendukung sektor perikanan adalah Hutan Mangrove seluas ±51.854,83 Ha (11 spesies),Terumbu Karang sebanyak ±160 Jenis dari 17 Famili,42.685 rumah tangga perikanan, 808 Desa/Kelurahan pantai, Jumlah 1.105,438 Jiwa penduduk pantai, 194,684 orang nelayan (+ 9,9% dari jumlah Penduduk Desa Pantai) (BPS, NTT Dalam Angka Tahun 2012).Sumber daya laut sangat potensial untuk perikanan tangkap dan budidaya, dengan arah pengembangan masing-masing yaitu: (i) Kawasan peruntukan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan ikan tersebar diseluruh Kabupaten/Kota,(ii) Pengembangan kawasan minapolitan untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Sumba Timur, Sikka, Lembata, Rote Ndao, Alor, Kota Kupang, dan (iii) Pengembangan Komoditas Garam rakyat di Kabupaten Nagekeo, Ende, Timor Tengah Utara, Kupang, Lembta, dan Alor.
Potensi Perikanan Tangkap, terdiri dari: Potensi Lestari (MSY) 388,7 Ton/Tahun; Jumlah Ikan Ekonomis: (1) Ikan Pelagis (Tuna, Cakalang, Tenggiri, Layang, Selar, Kembung); (2) Ikan Demersal (Kerapu, Ekor Kuning, Kakap, Bambangan, dll);(3) Komoditi Lainnya: (Lobster, Cumi-cumi, Kerang Darah, dll).
Potensi Perikanan Budi Daya, terdiri dari budidaya Laut seluas 5,870 Ha (Rumput Laut, Mutiara, Kerapu) dengan potensi produksi mencapai 51.500 Ton/Tahun; Budidaya Air Payau seluas 35,455 Ha (Udang dan Bandeng) dengan potensi produksimencapai 36.000 Ton/tahun; Budidaya Air Tawar yang meliputi kolam air tawar seluas 8,375 Ha dengan potensi produksi mencapai 1,297 Ton/tahun dan Mina Padi seluas 85 Ha dengan potensi produksi mencapai 85 Ton/tahun.
Potensi Budidaya Rumput Laut;  Kabupaten yang budidaya rumput lautnya telah berkembang yaitu: Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Sumba Timur dan Kabupaten Manggarai Barat. Komunitas rumput laut unggulan yang dibudidaya adalah Echeuma CoTonii, Eucheuma Sp, dan Alga Merah (red algae). Luas lahan potensial untuk budidaya rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 51.870 Ha atau 5% dari garis pantai, dengan potensi produksi sebesar 250.000 Ton Kering/tahun. 
Gambar 2.2
Potensi Perikanan Per Wilayah Penangkapan di Indonesia
(Satuan dalam 1.000 ton/tahun)
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Potensi Sumber Daya Garam sangat potensial. Upaya peningkatan produksi garam nasional yang ditargetkan sampai tahun 2014 untuk mencapai swasembada garam di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada khususnya mencapai 1,2 juta Ton, maka telah dicanangkan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Dengan program ini, akan diberdayakan 119 kelompok usaha Garam Rakyat (KUGAR) dengan jumlah angota 939 petambak garam. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui pelaksanaan PUGAR menargetkan peningkatan produktivitas lahan garam dari 60 Ton/Ha menjadi 80 Ton/Ha. 
Potensi Budidaya Mutiara tersebar di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Kupang: Tanjung Ledo, Pulau Kambing, Tanjung Kabate, Talasa dan Tablolong; Kabupaten Rote Ndao: Kecamatan Rote Barat Daya; Kabupten Alor: Desa Moru kec. Alor Barat Daya; Kabupaten Lembata: Teluk Wai Enga dan Lewo Lein; Kabupaten Flores Timur: Teluk Konga, Teluk Lebateta, Selat Solor, Perairan Nayu Baya, Baniona; Kabupaten Sikka: Labuan Ndeteh, Desa Nagepanda dan Kabupaten Manggarai Barat: Tanjung Boleng dan Golo Mori. 
Kebijakan dan komitmen terhadapProvinsi Kepulauan melalui Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan telah menjadikan Draft UU Daerah Kepulauan masuk dalam agenda Banleg DPR RI Tahun 2013. Secara substantif, regulasi tersebut akan mendasari pengalihan kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap Taman Nasional Laut Sawu sebagai kawasan konservasi dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini akan menjadi acuan perubahan manajemen dan intervensi pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan yang signifikan kawasan laut sekitar yang potensial bagi peningkatan kesejahteraan petani-nelayan serta masyarkat pesisir. Perkembangan produksi perikanan dan kelautan serta PDRB sub sektor perikanan dan kelautan Tahun 2011-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.45.



Tabel 2.45
Produksi Perikanan 2011-2012
	No
	Jenis dan Usaha
	2011
	2012
	Perkem-
bangan

	1
	Perikanan tangkap
	
	
	

	 
	a.
	Produksi perikanan tangkap (Ton)
	102.137
	54.677/102.170
	-47.460/0,03

	 
	b.
	Kapal penangkap ikan (unit)
	12.478,00
	18.549,00
	6.071 (48,65%)

	 
	c.
	Rumah tangga nelayan (KK)
	15.446,00
	17.054,00
	1.608(10,41%)

	 
	d.
	Tempat pelelangan /PPI (unit)
	14,00
	14,00
	(0%)

	2.
	Perikanan budidaya
	
	
	

	
	Produksi perikanan budidaya
	525.208,48
	678.183,56
	152.975,00 (29,13%)

	
	a. Rumah tangga perikanan budidaya (KK)
	36.194
	-
	

	 
	c.
	Luas tambak (Ha)
	1.026,50
	1.039,80
	13,3

	 
	d.
	Luas kolam (Ha)
	1.205,00
	1.521,00
	316

	3.
	Perusahaan
	
	
	

	 
	a.
	Perusahaan pengolahan perikanan (unit)
	21
	21
	- 

	 
	b.
	Ekspor Hasil perikanan (Ton)
	3.112.575,00
	3.164.017,00
		51.442


Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT & BPS Prov. NTT Tahun 2013.
*)Angka sementara 

Pada Tabel 2.45, terlihat bahwa produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya mengalami peningkatan dan peningkatan tertinggi disumbangkan oleh perikanan budidaya. Demikian pula perkembangan jumlah rumah tangga perikanan budidaya, jumlah kapal penangkapan ikan serta luas lahan untuk usaha budidaya mengalami peningkatan pada tahun 2012. Hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan pembangunan perikanan dan kelautan.
Potensi perikanan tangkap berupa Potensi lestari (MSY) sumber daya ikan di perairan NTT mencapai 388.700 Ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) mencapai 292.200 Ton/tahun.Data produksi perikanan tangkap tahun 2012 menunjukkan tingkat pemanfaatan baru berkisar 34,97% JTB. Selanjutnya
Luas lahan potensial untuk budidaya rumput laut  seluas 51.870 Ha atau 5% dari garis pantai, dengan potensi produksi sebesar 250.000 Ton Kering/tahun. Potensi  cukup besar  baru dimanfaatkan  tahun 2010 baru seluas 5.205,70 Ha dengan produksi 1,7 juta Ton Rumput Laut Basah.Potensi lahan untuk Perikanan Budidaya Air Payau seluas 35,455 Ha baru dimanfaatkan sekitar 1.039,80 Ha pada tahun 2012, dan Budidaya Air Tawar yang meliputi kolam air tawar seluas 8,375 Ha dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 1.521,00 Ha. Upaya untuk meningkatkan luas lahan budidaya dan produksi rumput laut dilaksanakansecara intensif dengan melibatkan masyarakat dan swasta.
6.  Perdagangan
Kegiatan perdagangan Nusa Tenggara Timur didukung perdagangan dalam Negeri melalui perdagangan daerah dan perdagangan keluar daerah melalui perdagangan antar pulau dan ekspor. Jenis  komoditi yang diekspor  tahun 2012 sebanyak 88 jenis  dengan  volume 66.542.009 kg dengan nilai (FOB)  US$ 44.656.884.  Tujuan ekpor dominan yaitu  Timor Leste dan China  serta Amerika Serikat. Perkembangan ekpor dan Impor periode 2008-2012 sebagaimana  tabel 2.46.







Tabel 2.46
	Perkembangan ekpor dan Impor  tahun 2008-2013	
	Tahun
	Nilai  (juta US $)

	
	Ekspor
	Impor
	Selisih

	2 0 0 8
	12.55
	2.79
	9.76

	2 0 0 9
	30.74
	5.57
	25.17

	2 0 1 0
	35.94
	50.56
	-14.62

	2 0 1 1
	26.81
	14.07
	12.74

	2 0 1 2
	44.66
	73.74
	-29.08

	2013
	21.24
	27.06
	-5.82




Untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah maka  jenis komoditas dan nilai ekpor  harus diacu  sehingga mencapai surplus dibandingan dengan impor. Harapan tersebut dapat diwujudkan dengan  mendorong pengembangan sector  yang  memiliki daya saing  di pasar  global dan pengembangannya   dalam skala ekonomi.
7. Perindustrian
Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga sesuai RTRWP untuk menjamin keserasian dengan lingkungan hidup. Tiga belas satuan kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga sebagai berikut; Kawasan Industri Kain Tenun, Kawasan Industri Makanan dan Minuman; Kawasan Industri Kerajinan; Kawasan Industri Pengolahan Kelapa; Kawasan Industri pengolahan ikan; kawasan industri pengolahan daging; kawasan industri pengolahanan kopi terdapat di Kabupaten Manggarai, Ngada, Ende, dan Sikka; kawasan industri pengolahan kemiri terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Ngada, Manggarai, Ende, Kabupaten Kupang, dan Sumba Barat Daya; kawasan industri pengolah mente terdapat di Kabupaten Ende dan Sikka; kawasan industri mutiara terdapat di Kabupaten Flores Timur. Pengembangan industri sebagai salah satu kegiatan mendukung peningkatan nilai tambah juga mengalokasikan kawasan untuk industri menengah dan besar. Kawasan peruntukan industri besar di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.
Industri merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Daerah. Pengembangan industri di desa dan kelurahan kondisinya yaitu; Industri Kulit 11 Desa (0,37%), Industri dari Kayu 940 Desa/Kelurahan (31,69%), industri dari bahan logam mulia 102 Desa (3.44%), Industri Anyaman 344 Desa (11.60%), Industri Gerabah/Keramik/Batu 289 Desa (9.74%), Industri dari Kain/Tenun 999 Desa (33.68%) Industri Makanan dan Minuman 560 Desa (18.88%) dan industri lainnya 172 Desa (5.80%). Saat ini baru mengembangkan 8 jenis industri yang jumlah perusahaan dan tenaga kerja bervariasi. Perkembangan industri dalam tiga tahun terakhir yaitu: tahun 2010 perusahaan industri 28 unit dengan tenaga kerja 1.402 orang, menjadi 25 unit perusahaan dengan tenaga kerja 1.392 orang tahun 2011 dan tahun 2012 jumlah perusahaan 21 dengan tenaga kerja 1.311 orang.
8. Ketransmigrasian 
Pembangunan ketransmigrasian yang dilaksanakan melalui  partisipasi masyarakat dam pelaksanaan transmigrasi swakarsa dan kontribusi pada PDRB menunjukkan berkembangan yang belum optimal selama periode tahun 2009-2013. Kegiatan ketransmigrasian yang dilaksanakan   baik dilakukan dalam wilayah Nusa Tenggara Timur maupun  keluar wilayah Nusa Tenggara Timur  masih diselenggaran melalui fasilitasi pemerintah. Hingga saat ini belum ada pelaksanaan transmigrasi swakarsa yang merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam  pembangunan transmigrasi.
Dukungan kawasan transmigrasi dalam memberikan dukungan pada PDRB  cukup besar yang didasarkan pada jumlah penduduk yang bermukim  pada kawasan transmigrasi yang tersebar di sebagian besar Kabupaten kecuali Kota Kupang, kabupaten Rabu Raijua, kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Manggarai Timur. 

2.1.4. ASPEK DAYA SAING  DAERAH
2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah
a. Pengeluaran Konsumsi dan Konsumsi non pangan per kapita
Kemampuan ekonomi daerah yang diukur berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita, Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita menunjukkan perkembangan sebagai dampak dari peningkatan pendapatan masyarakat. Tingkat pengeluaran penduduk sebagaimana tabel 2.47

Tabel 2.47
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita  tahun 2011-2013
	No
	Pengeluaran per Kapita
	2011
	2012
	2013
	Perkembangan (+/-)

	1
	Makanan
	219,818
	233,972
	247.517
	13.545

	
	Prosentase (%)
	58.56
	56.94
	56,05
	(5,79)

	2
	Bukan makanan
	155,579
	176,935
	194.059
	17.124

	
	Prosentase (%)
	41.44
	43.06
	43,95
	9,68

	
	NTT
	375,397
	410,907
	441.576
	30.669



b. Produktivitas Total Daerah
Produktivitas total daerah sebagai akumulasi produktivitas tenaga kerja sektor  menunjukkan peningkatan yang signifikan yang mampu tumbuh sebesar 54,97 % per tahun. Sumbangan tenaga kerja per sekor dalam  mencapaian produktivitas total daerah sebagaimana tabel 2.48.
Tabel 2.48.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita  tahun 2011-2012
	No
	Sektor
	Produktivitas (Rp.juta)
	Rata-rata pertumbuhan (%)

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	

	1
	Pertanian
	6.49
	7.99
	8.49
	9.82
	17.12

	2
	Pertambangan dan penggalian
	8.89
	12.68
	17.98
	22.91
	52.52

	3
	Industri pengolahan
	2.78
	2.97
	3.78
	14.20
	136.70

	4
	Listrik, Gas dan Air
	37.89
	67.11
	56.59
	73.26
	31.11

	5
	Bangunan
	29.65
	30.92
	36.74
	31.72
	2.33

	6
	Perdagangan besar dan Eceran, rumah makan
	26.09
	30.87
	36.55
	93.31
	85.89

	7
	Angkutan, pergudagangan, komunikasi
	16.04
	16.29
	20.27
	21.30
	10.93

	8
	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan dan bangunan
	74.99
	116.07
	63.56
	115.26
	17.90

	9
	Jasa –jasa
	28.49
	29.70
	29.52
	62.90
	40.27

	
	Jumlah
	11.19
	13.46
	14.89
	29.65
	54.97






2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
a. Iklim Berinvestasi
1. Lama Proses Perizinan
Pelayanan perizinan merupakan salah satu aspek mendukung dalam peningkatan investasi daerah. Sesuai jenis izin yang dikeluarkan Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (KTSP), waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian perizinan dikagorikan  menjadi 3 yaitu; (i) Izin yang membutuhkan survey  7 – 14 hari kerja, (ii) Izin yang tidak membutuhkan survey 3 hari dan (iii) Izin penelitian dan izin lainnya langsung bisa diambil. 
2. Jumlah  dan Macam Pajak/Retribusi
Jumlah dan  dan macam pajak/retribusi daerah  untuk provinsi yang dapat mendukung daya saing daerah baik. Kondisi pencapaian untuk tahun 2013 sebagaimana tabel 2.55.
Tabel 2.55
Jenis pajak dan retribusi Provinsi Tahun 2013
	No
	Jenis Pajak dan Retribusi
	Jumlah (Rp)

	A
	Pajak
	237,737,941,000

	1
	Pajak Kendaraan Bermotor
	104,914,435,000

	2
	Pakak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
	132,188,354,000

	3
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
	85,000,000

	4
	Pajak Air Prermukaan
	550,152,000

	B
	Retribusi
	11,607,114,000

	1
	Retrubusi jasa umum
	668,335,000

	2
	Retribusi jasa Usaha
	10,845,839,000

	3
	Retribui perizinan tertentu
	92,940,000

	 
	Jumlah
	249,345,055,000





3. Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha
Dalam rangka peningkatan iklim investasi di daerah yang kondusif maka telah ditetapkan Peraturan Daerah yang menjamin kepastian hukum setiap investasi. Peraturan daerah pendukung iklim investasi meliputi; (1) Perda Penanaman Modal Daerah, (2) Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, (3) Perda Retribusi Jasa Umum,(4) Perda Retribusi Jasa Usaha, (5) Perda Izin Usaha Perikanan, (6) Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, (7) Perda Kawasan Industri Bolok. (8) Perda Izin Trayek Kendaraan Bermotor, (9) Perda Penyertaan Modal Askrida, (10) Perda Penyertaan Modal pada BUMD, (11) Perda Pengelolaan usaha Pertambangan, (12) Perda Pajak Daerah, (13) Perda Kelembagaan kantor Perizinan Satu Pintu (KTSP), dan (14) Perda Pengelolaan Cendana.

b. Sumber Daya Manusia

1. Rasio S1/S2/S3

Rasio pendidikan penduduk S1/S2/S3 dengan total penduduk umur 15 tahun ke atas   menunjukkan peningkatan perkembangan  sebesar 0,32 % per tahun.  Prosentase pendidikan penduduk  S1/S2/S3  yaitu 2,37 % tahun 2008, 2,08 % tahun 2009, 2,34 %  tahun 2011,  dan meningkat menjadi 2,71 % tahun 20011 dan 3,66 % tahun 2012.
2. Rasio Ketergantungan
Ratio ketergantungan (dependency ratio) stabil pada pariode 2011-2012 yaitu 73,21%. Penduduk perempuan mengalami peningkatan ketergantungan 0,01% sebagaimana Tabel 2.56.
Tabel 2.56
Rasio Ketergantungan Penduduk NTT 2011 - 2012
	Indikator
	2011
	2012

	
	Lak-laki
	Perempuan
	Jumlah
	Lak-laki
	Perempuan
	Jumlah

	Usia Produktif (15-64 Thn)
	1,342,812
	1,414,891
	2,757,703
	1,397,994
	1,470,806
	2,868,800

	Usia Kergantungan (0-14 dan > 64 Thn)
	1,029,701
	989,081
	2,018,782
	1,030,632
	999,828
	2,030,460

	Angka Ketergantungan/ Depedency Ratio
	76.68
	69.91
	73.21
	73.72
	67.98
	70.78


      Sumber : BPS Dalam angka dan analisis Bappeda


a. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAM KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Mengingat pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun 2014 telah berakhir, maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, apakah target yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan dengan target yang telah ditetapkan, kemudian bila ada permasalahan dapat diantisipasi dan diambil tindakan sedini mungkin.
Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014 yang merupakan awal pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018, terdapat berbagai Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 8 Misi Pembangunan Daerah, yaitu:
1. Misi  I: Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam Rangka Terwujudnya Mutu Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing.
Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT, dan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT. Sedangkan Program Priotas yang dijalankan adalah:
A. Program Urusan Pendidikan
1) Program Peningkatan Pendidikan Non Formal
2) Program Pengembangan dan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa
3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan
4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
5) Program Hibah Pendidikan
6) Program Bantuan Sosial Kependidikan 
B. Program Urusan Kebudayaan
1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
C. Program Urusan Perpustakaan
1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
D. Program Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
3) Program Hibah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

2. Misi 2: Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan yang dapat Dijangkau Seluruh Masyarakat.
Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Kesehatan  Provinsi NTT dan RSUD Prof. DR. W.Z. Yohanes Kupang, dengan Program Priotas yang dijalankan adalah:
1) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
2) Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
3) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4) Program Peningkatan Gizi
5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
6) Program Manajemen Informasi dan Regulasi Pembangunan Kesehatan
7) Program Upaya Kesehatan Perorangan
8) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
9) Program Hibah Kemasyarakatan Bidang Kesehatan
10) Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan 

3. Misi 3: Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi Kepariwisataan dengan Mendorong Pelaku Ekonomi Untuk Mampu Memanfaatkan Keunggulan Potensi Lokal.
Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh  11 SKPD, yaitu:
1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
2) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT
3) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi NTT
4) Kantor P2TSP Provinsi NTT
5) Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT
6) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT 
7) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT 
8) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT
9) Dinas Peternakan Provinsi NTT
10) Dinas Kehutanan Provinsi NTT
11) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT 

Program Priotas yang dijalankan adalah:
A. Program Urusan Ketenagakerjaan
1) Program Pembinaan dan Peningkatan Ketenagakerjaan
2) Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
3) Program Pengembangan dan Pembinaan  Wilayah Transmigrasi
B. Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
1) Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi
2) Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah
3) Program Hibah Koperasi
C. Program Urusan Penanaman Modal 
1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2) Program Peningkatan Investasi Daerah
3) Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
5) Program Koordinasi dan Pembinaan  Pembangunan Perekonomian  dan Sumber Daya Alam 
6) Program Fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Pembinaan Badan Usaha
7) Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perekonomian
D. Program Urusan Pariwisata
1) Program Pengembangan Kemitraan Kebudayaan, Destinasi dan Promosi Pariwisata
2) Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif
3) Program Hibah Pariwisata
E. Program Urusan Ketahahan Pangan 
1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan
2) Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Tani
F. Program Urusan Pertanian 
1) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan
2) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura
3) Program Pengembangan Benih dan Pembibitan
4) Program Peningkatan  Produksi Hasil Peternakan
5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
6) Program Dukungan dan Manajemen Pembangunan Peternakan
G. Program Urusan Kehutanan
1) Program Pengembangan Pemanfaatan dan Penertiban Sumber Daya Hutan
H. Program Urusan Perindustrian dan Perdagangan
1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3) Program Peningkatan Perdagangan  Dalam Negeri dan Luar Negeri
4) Program Hibah Bidang Perekonomian

4. Misi 4: Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah
Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 23 SKPD, yaitu:
1) Bappeda Provinsi NTT
2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
3) Satpol Pamong Praja Provinsi NTT 
4) Biro Umum Setda Provinsi NTT
5) Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
6) Biro Hukum Setda Provinsi NTT
7) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT
8) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
9) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT
10) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT 
11) Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi NTT
12) Sekretariat Dewan Provinsi NTT
13) Inspektorat Provinsi NTT 
14) Kantor Penghubung Provinsi NTT
15) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT 
16) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTT
17) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
18) Sekretariat Dewan KORPRI Provinsi NTT
19) Badan Penelitian dan Pengembangan  Provinsi NTT
20) Badan Arsip Daerah Provinsi NTT
21) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
22) Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi NTT
23) Komisi Penyiaran dan Indonesia Daerah Provinsi NTT
Program Priotas yang dijalankan adalah:
A. Program Urusan Perencanaan
1) Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2) Program Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan Lembaga Internasional
B. Program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1) Program Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
2) Program Fasilitasi Politik, Pemilu, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 
3) Program Pemeliharaan Keamanan, Kenyamanan Lingkungan dan Perlindungan Masyarakat
4) Program Peningkatan Penegakan Produk Hukum Daerah
5) Program Hibah Pengamanan dan Ketertiban
C. Program Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
2) b)   Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
4) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
5) Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
6) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
7) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
8) Program Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah
9) Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
10) Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
11) Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Keagamaan dan Kependidikan
12) Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan.
13) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
14) Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kependudukan Dan Otonomi Daerah
15) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
16) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
17) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
18) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
19) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat
20) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penataan Aset
21) Program Pendidikan Kedinasan
22) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
23) Program Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan KORPRI
24) Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
25) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
26) Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik dan Pemerintahan
27) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penyerbarluasan Data dan Informasi Penelitian
D. Program Urusan Kearsipan
1) Program Peningkatan Sistem Informasi Administrasi dan Kearsipan
2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
E. Program Urusan Komunikasi Dan Informasi
1) Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah
2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
3) Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah
4) Program Hibah Organisasi Bidang Komunikasi dan Informasi
5) Program Pengembangan Data dan Informasi
F. Program Urusan Umum
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Capaian Kinerja
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Misi 5: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 8 SKPD, yaitu:
1) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT
2) Dinas Kesehatan Provinsi NTT
3) Dinas Perhubungan Provinsi NTT
4) Bappeda Provinsi NTT
5) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT 
6) Dinas Kehutanan Provinsi NTT 
7) Kesatuan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mutis Timau Provinsi NTT
8) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT

Program Priotas yang dilaksanakan adalah:
A. Program Urusan Pekerjaan Umum
1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2) Program Pengolahan Sumber Daya Air
3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 
4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan
5) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
6) Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana  Infrastruktur Pekerjaan Umum
B. Program Urusan Kesehatan
1) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
C. Program Urusan Perhubungan
1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
D. Program Urusan Perencanaan
1) Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang
E. Program Urusan Lingkungan Hidup
1) Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2) Program Perlindungan Pemulihan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3) Program Rehabilitasi Hutan dan Hutan
F. Program Urusan Kehutanan 
1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
G. Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 
1) Program Pembinaan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan, Migas dan Panas Bumi
2) Program Pengembangan Pertambangan
3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

6. Misi 6: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak
Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, sedangkan Program Priotas yang dijalankan adalah:
1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan
2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3) Program Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

7. Misi 7: Mempercepat Pembangunan Kelautan Dan Perikanan
Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT, sedangkan Program Priotas yang dijalankan adalah:
1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya
2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
3) Program Pengembangan Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
4) Program Bantuan Sosial Kelautan Perikanan 

8. Misi 8: Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan
Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh  SKPD yaitu:
1) Bappeda Provinsi NTT
2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT
3) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT
4) Dinas Sosial Provinsi NTT
5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT
Program Priotas yang dijalankan adalah:
A. Program Urusan Perencanaan
1) Program Desa Mandiri Anggur Merah
2) Program Hibah Ekonomi Produktif
3) 
B. Program Urusan Pemberdayaan MasyarakatDesa
1) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan
2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa
3) Program Pengembangan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan
4) Program Hibah Perumahan (P2LDT)
C. Program Urusan Perbatasan 
1) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
D. Program Urusan Sosial
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3) Program Penyandang Penyakit Sosial
4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
5) Program Bantuan Sosial Kepada Individu dan Keluarga
E. Program Urusan Penanggulangan Bencana Daerah
1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 Pemerintah Provinsi NTT, maka Bappeda Provinsi NTT telah melakukan sosialisasi Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD, Renja dan Renstra SKPD Provinsi, baik melalui pelatihan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya maupun dengan penjelasan cara pengisian Format Evaluasi menurut Permengadri No. 54 Tahun 2010, pada Surat yang dikirimkan oleh Bappeda kepada seluruh SKPD. 
Laporan evaluasi Hasil Rencana Kerja SKPD ini dikompilasi kedalam laporan hasil RKPD Tahun 2014, sesuai arahan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Berdasarkan hasil kompilasi, dari 50 SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT, hanya 35 SKPD yang menyampaikan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:
· 30 SKPD melaporkan sesuai dengan Format Pelaporan (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010),
· 5 SKPD melaporkan tapi tidak sesuai dengan Format Pelaporan (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010), 
· 15 SKPD tidak menyampaikan laporan 

Pada tahun 2014, evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, baru dapat dilakukan hanya pada realisasi anggaran, sedangkan capaian kinerja fisik belum dapat dilakukan karena RKPD Tahun 2014 merupakan dokumen yang dihasilkan pada awal tahun 2013. Dimana pada saat itu RPJMD, Renstra dan Renja SKPD yang merupakan pedoman penyusunan RKPD belum disusun sehingga indikator dan output/keluaran dari program dan kegiatan yang dilaksanakan belum dapat diukur secara pasti.
Pagu dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Capaian Realisasi Anggaran dari 50 SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT menurut Urusan Pemerintahan (Urusan Wajib dan Pilihan) sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.1 berikut ini:
Tabel 2.1.1
Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran
Per-Urusan Pemerintahan dalam RKPD Provinsi NTT
Tahun 2014
		NO.
	URUSAN PEMERINTAHAN
	ANGGARAN
	TINGKAT CAPAIAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)

	
	
	PAGU
	REALISASI 
	

	I
	URUSAN WAJIB
	927,059,252,306.00
	704,759,219,309.00
	76,02

	1
	PENDIDIKAN 
	38,875,738,245.00
	36,048,911,737.00
	92,73

	2
	KESEHATAN 
	124,356,465,847.00
	100,603,649,124.00
	80,90

	3
	PEKERJAAN UMUM 
	317,503,291,650.00
	292,257,469,623.00
	92,05

	4
	PERUMAHAN 
	69,601,236,950.00
	63,376,507,500.00
	91,06

	5
	PENATAAN RUANG
	1,494,421,088.00
	1,305,166,387.00
	87,34

	6
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
	45,786,054,562.00
	43,530,850,578.00
	95,07

	7
	PERHUBUNGAN
	7,976,820,500.00
	7,486,800,747.00
	93,86

	8
	LINGKUNGAN HIDUP
	4,435,600,000.00
	3,979,006,963.00
	89,71

	9
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
	3,132,703,000.00
	2,140,740,596.00
	68,34


	10
	SOSIAL 
	21,275,400,000.00
	20,643,608,928.00
	97,03

	11
	KETENANGAKERJAAN 
	9,260,440,000.00
	8,425,429,390.00
	90,98

	12
	KOPERASI DAN UKM 
	4,062,793,000.00
	3,653,170,444.00
	89,92

	13
	PENANAMAN MODAL 
	2,703,136,000.00
	848,137,603.00
	31,38

	14
	PEMUDA DAN OLAHRAGA
	8,490,342,050.00
	7,802,994,707.00
	91,90

	15
	KESBANGPOL DAN LINMAS 
	12,269,323,550.00
	11,053,976,322.00
	90,09

	16
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
	220,036,896,852.00


	143,588,043,761.00


	65,26

	17
	KEPEGAWAIAN
	8,679,890,212.00
	5,731,974,639.00
	66,04

	18
	KETAHANAN PANGAN
	9,377,210,000.00
	5,623,457,299.00
	59,97

	19
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	5,128,386,000.00
	1,722,276,332.00
	33,58

	20
	KEARSIPAN 
	2,737,009,000.00
	2,649,054,367.00
	96,79

	21
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	6,561,029,800.00
	5,729,533,669.00
	87,33

	22
	PERPUSTAKAAN
	3,315,064,000.00
	3,224,673,802.00
	97,27

	II
	URUSAN PILIHAN
	154,128,445,800.00
	102,445,362,376.00
	66,47

	1
	PERTANIAN 
	31,387,469,500.00
	4,013,661,870.00
	12,79

	2
	PETERNAKAN
	22,323,683,000.00
	20,208,620,576.00
	90,53

	3
	KEHUTANAN
	13,492,105,600.00
	9,578,615,834.00
	70,99

	4
	PERTAMBANGAN DAN ENERGI
	9,299,164,000.00
	8,770,688,059.00
	94,32

	5
	PARIWISATA
	12,670,930,100.00
	6,790,721,110.00
	53,59

	6
	KELAUTAN DAN PERIKANAN 
	51,726,559,600.00
	49,804,690,749.00
	96,28

	7
	PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
	13,228,534,000.00
	3,278,364,178.00
	24,78

	
	TOTAL
	1,093,973,426,356.00
	807,204,581,685.00
	74,66



Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian anggaran dari beberapa Urusan Pemerintah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan untuk Tahun Anggaran 2014 masih terdapat realisasi pada kisaran 50-67 % maupun dibawah 50 %. Hal ini terjadi karena SKPD pada Urusan tersebut tidak menyampaikan laporan Hasil Renja SKPD Tahun 2014 sehingga tidak terdata, yaitu:
1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
· Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT (68,34 %)
2. Urusan Penanaman modal 
· Badan koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi NTT (31,38 %)
3. Urusan Ketahanan Pangan
· Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT (59,97 %)
4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
· Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT (33,58 %)
5. Urusan Pertanian
· Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT (12,79 %)
6. Dinas perdagangan dan Industri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT (24,78 %)
Ironisnya, apabila Urusan Pemerintahan tersebut dijalankan oleh beberapa SKPD, dimana SKPD tertentu melaporkan sedangkan yang lainnya tidak melaporkan hasil pelaksanaan Renja SKPD, sehingga akan mempengaruhi tingkat capaian secara keseluruhan seperti pada: 
1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
· Yang melaporkan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2014 untuk Triwulan IV:
· Biro Umum Setda Provinsi NTT (90,97 %),
· Biro Keuangan Setda Provinsi NTT (77,53 %),
· Biro Hukum Setda Provinsi NTT (93,27 %),
· Biro Organisasi Setda Provinsi NTT (93,26 %),
· Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT (96,92 %),
· Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi NTT (88,33 %),
· Inspektorat Provinsi NTT (88,41 %),
· Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (86,49 %),
· KP2TSP Provinsi NTT (95,42 %).
· Yang tidak melaporkan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2014 untuk Triwulan IV:
· Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT (31,39 %),
· Biro Ekonomi Setda Provinsi NTT (33,04 %),
· Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT (46,57 %),
· Sekretariat Dewan Provinsi NTT (38,08 %),
· Kantor Penghubung Provinsi NTT (44,14 %),
· Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTT (20,30 %),
· Sekretariat KORPRI Provinsi NTT (32,37 %).
2. Urusan Komunikasi dan Informatika 
· Yang melaporkan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2014 untuk Triwulan IV:
· Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi NTT (92,57 %),
· Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah Provinsi NTT (95,76 %)
· Yang tidak melaporkan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2014 untuk Triwulan IV:
· Kantor PDE Provinsi NTT (75,64 %)
3. Urusan Kehutanan.
· Yang melaporkan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2014 untuk Triwulan IV:
· Dinas Kehutanan Provinsi NTT (75,44 %)
· Yang tidak melaporkan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2014 untuk Triwulan IV:
· KPLH Mutis-Timau Provinsi NTT (23,62 %)
Untuk SKPD pada Urusan Pemerintahan yang menyampaikan Laporan, capaian realiasi anggaran tertinggi yaitu pada Urusan Perpustakaan (Badan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT) dengan capaian sebesar 97,27 %, kemudian Urusan Sosial (Dinas Sosial Provinsi NTT) sebesar 97,03 %, lalu Urusan Kearsipan (Badan Arsip Daerah Provinsi NTT) dengan capaian sebesar 96,79 %. Sedangkan untuk capaian terendah dalam melaksanakan kegiatan pada Triwulan IV yaitu Urusan Pariwisata (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT) yaitu sebesar 53,59 % dan kemudian Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan Provinsi NTT dengan realisasi anggaran sebesar 53,91 % dan RSUD Prof. DR. W.Z. Yohannes Kupang dengan realisasi anggaran sebesar 86,96 %) dengan total realisasi anggaran sebesar 80,90 %.
Sedangkan Pagu dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Capaian Realisasi Anggaran dari 50 SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT menurut 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2014, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.2 berikut ini:

Tabel 2.1.2
Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran
Per-Misi Pembangunan dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2014
	No.
	Misi Pembangunan
	Pagu Anggaran 
	%

	1
	Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam Rangka Terwujudnya Mutu Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing 
	51,469,379,395.00
	4.70

	2
	Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan yang dapat Dijangkau Seluruh Masyarakat 
	123,704,365,397.00
	11.31

	3
	Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi Kepariwisataan dengan Mendorong Pelaku Ekonomi Untuk Mampu Memanfaatkan Keunggulan Potensi Lokal 
	113,872,546,100.00
	10.41

	4
	Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah
	247,423,511,526.00
	22.62

	5
	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 
	433,708,987,688.00
	39.65

	6
	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak 
	3,386,130,000.00
	0.31

	7
	Mempercepat Pembangunan Kelautan Dan Perikanan
	51,764,525,000.00
	4.73

	8
	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan 
	68,643,981,250.00
	6.27

	 
	Jumlah Total
	1,093,973,426,356.00
	100.00



Grafik 2.1.1
Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran
Per-Misi Pembangunan dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2014

Banyaknya SKPD yang tidak melaporkan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014, merupakan salah satu faktor utama sulitnya Bappeda Provinsi NTT melakukan evaluasi dimaksud. Ironisnya, keadaaan ini terus terjadi dan telah menjadi masalah klasik disetiap triwulan, padahal untuk pelaksanaannya pada triwulan I sampai dengan triwulan III telah diberikan teguran tertulis dari Sekretaris Daerah Provinsi NTT atas nama Gubernur kepada SKPD yang tidak menyampaikan laporan. Namun hal ini belum dapat menumbuhkan kesadaran SKPD untuk dapat menyampaikan Laporan Hasil RKPD Tahun 2014.
Disamping faktor utama tersebut, terdapat beberapa hal yang juga menjadi kendala pelaksanaan evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 untuk keadaan triwulan I sampai dengan Triwulan IV, yaitu:
1. Ketidakpahaman SKPD dalam mengisi format isian pelaporan padahal pada Surat yang dikirimkan oleh Bappeda, terdapat Contact Person yang dapat dihubungi apabila pihak SKPD belum jelas dan paham terhadap cara pengisian Format Pelaporan tersebut, dan Soft Copy pengisian format untuk seluruh SKPD hingga memudahkan SKPD dalam melaporkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakannya.
2. Program Urusan Umum (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Capaian Kinerja, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ) yang dilaksakan seluruh SKPD, yang nota bene memiilki substansi yang sama pada setiap SKPD namun satuan volume Output/Keluaran sebagai standar ukuran kinerja yang ditetapkan masih berbeda-beda di tiap-tiap SKPD sehingga akan menyulitkan untuk mendapatkan nilai rata-rata capaian sesuai target satuan/volume dalam RPJMD.
3. Di hampir seluruh Kegiatan yang dilaksanakan SKPD, realisasi capaian Kinerja masih dianggap berbanding lurus dengan realisasi capaian anggaran padahal hampir seluruh kegiatan pada pelaksanaan RKPD Tahun 2014, seharusnya telah dapat diukur kinerja setiap kegiatan atau sudah bersifat kuantitatif.
4. Program dan Kegiatan APBD belum dijalankan sesuai target dan sasaran ditiap triwulan sehingga pelaksanaannya masih menumpuk pada Triwulan IV.
5. Adanya realisasi capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD yang melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014.
6. Terdapat Program dan Kegiatan SKPD yang memperoleh penambahan pagu anggaran yang cukup signifikan pada Perubahan APBD, namun tidak mampu melaksanakan dan mencapai target karena realisasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan tersebut cukup rendah.
Untuk lebih jelasnya mengenai hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Provinsi NTT Tahun 2014 menurut 8 Misi Pembangunan dan Urusan Pemerintahan secara lebih terperinci dilihat dari tingkat realisasi Kinerja dan Anggaran dari capaian pelaksanaan Program/Kegiatan serta Rata-Rata Capaian dan Predikat Kinerja dari masing-masing SKPD, dapat dilihat pada lampiran 2 dari dokumen ini.
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.
Permasalahaan pembangunan yang dihadapi daerah menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran. Beberapa permasalahan mendasar dan sangat urgen untuk diatasi pada pelaksanaan pembangunan di Provinsi NTT, antara lain adalah : 
1. Topografi sebagian daerah dengan kemiringan lahan >40;
2. Fenomena iklim global (El Nino dan La Nina);  
3. Penduduk usia >15 tahun yang tidak mempunyai Ijazah  sebanyak 31,26%; 
4. Akses Pendidikan belum merata di seluruh wilayah;
5. Rasio Prasarana dan tenaga kesehatan yang rendah; 
6. Presentase balita gizi kurang dan gizi buruk 1,5% dan 12,6%; 
7. Tingginya kasus kematian Ibu melahirkan dan  kematian bayi;  
8. Pengelolaan potensi ekonomi unggulan belum optimal;
9. Peran sektor industri daerah yang belum berkembang; 
10. Produktivitas tenaga kerja sektor pertanian makin menurun; 
11. Neraca perdagangan di NTT yang masih mengalami defisit;
12. Sebagian besar wilayahnya merupakan daerah rawan bencana; 
13. Rawannya keamanan dan ketertiban diwilayah perbatasan. 

Dari berbagai permasalah pembangunan diatas, maka memunculkan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti untuk dapat mengatasi permasalah-permasalahan pembangunan adalah :
1. Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Pendidikan yg Berkualitas 
2. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Yang Universal, Efisien, Berkualitas Dan Berkelanjutan 
3. Pemberdayaan & Perlindungan Perempuan serta pemenuhan Hak Anak 
4. Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas 
5. Peningkatan Pengelolaan SumberDaya Alam Unggulan Daerah 
6. Peningkatan Konektivitas  Intra dan Antar Pulau 
7. Rendahnya Kinerja Birokrasi dan Minimnya Pelayanan Publik 
8. Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Degradasi Lingkungan Hidup serta Ketahanan Perubahan Iklim 
9. Peningkatan kerja sama antar daerah dan Luar Negeri 
10. Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Khusus 
11. Penanggulangan Kawasan Rawan Bencana 
12. Penanganan Kemiskinan 

 
% Penduduk Miskin	
01. Sumba Barat	02. Sumba Timur	03. Kupang	04. Timor Tengah Selatan	05. Timor Tengah Utara	06. Belu	07. Alor	08. Lembata	09. Flores Timur	10. Sikka	11. Ende	12. Ngada	13. Manggarai	14. Rote Ndao	15. Manggarai Barat	16. Sumba Tengah	17. Sumba Barat Daya	18. Nagekeo	19. Manggrai Timur	20. Sabu Raijua	71. Kota Kupang	29.610000000000031	30.35	20.130000000000031	27.53	21.56	14.54	20.059999999999999	24.779999999999987	9.1399999999999988	12.83	20.71	11.350000000000026	21.52	29.110000000000031	18.899999999999999	32.1	27.71	12.18	24.59	32.660000000000011	9.41	Kontribusi   Kab/Kota  (%)	
01. Sumba Barat	02. Sumba Timur	03. Kupang	04. Timor Tengah Selatan	05. Timor Tengah Utara	06. Belu	07. Alor	08. Lembata	09. Flores Timur	10. Sikka	11. Ende	12. Ngada	13. Manggarai	14. Rote Ndao	15. Manggarai Barat	16. Sumba Tengah	17. Sumba Barat Daya	18. Nagekeo	19. Manggrai Timur	20. Sabu Raijua	71. Kota Kupang	3.4589623113066077	7.247825652304309	6.1881435569328955	12.436269119264226	5.1184644606618015	5.3483954813555927	3.938818354493594	3.0890732780166092	2.1893431970408868	3.938818354493594	5.5283414975507394	1.6794961511546536	6.5680295911226834	3.8688393481955416	4.4386683994803509	2.0893731880435871	8.3275017494751484	1.6195141457562729	6.4380685794261723	2.989103269019294	3.4989503149055277	


2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (Mei)	1274	1219	1305	1272	1350	1286	596	


330
272
176

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (Mei)	312	286	252	208	192	177	64	



Laki-laki 2011	0-4	5-'9	10-'14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	311191	319385	285791	223363	172565	167971	154495	145194	132824	117426	98746	72950	57278	46103	31972	35259	Perempuan 2011	0-4	5-'9	10-'14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	295934	300715	268996	213200	181238	186615	172701	159054	142668	123022	101097	72752	62544	46896	35084	41456	Laki-laki 2012	0-4	5-'9	10-'14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	316994	304335	295452	247702	183508	163029	157131	146674	135398	121586	103998	79231	59739	46695	32765	34391	Perempuan 2012	0-4	5-'9	10-'14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	303481	290254	279184	234045	185835	180512	177540	163192	147600	129307	107983	81087	63705	49846	35093	41970	




Pra Sejahtera	01. Sumba Barat	02. Sumba Timur	03. Kupang	04. Timor Tengah Selatan	05. Timor Tengah Utara	06. Belu	07. Alor	08. Lembata	09. Flores Timur	10. Sikka	11. Ende	12. Ngada	13. Manggarai	14. Rote Ndao	15. Manggarai Barat	16. Sumba Tengah	17. Sumba Barat Daya	18. Nagekeo	19. Manggrai Timur	20. Sabu Raijua	71. Kota Kupang	13339	27499	41664	71674	36191	58578	22404	15483	26717	35123	32960	15256	32394	15582	27916	12347	47435	20748	28927	11938	11991	Sejahtera I	01. Sumba Barat	02. Sumba Timur	03. Kupang	04. Timor Tengah Selatan	05. Timor Tengah Utara	06. Belu	07. Alor	08. Lembata	09. Flores Timur	10. Sikka	11. Ende	12. Ngada	13. Manggarai	14. Rote Ndao	15. Manggarai Barat	16. Sumba Tengah	17. Sumba Barat Daya	18. Nagekeo	19. Manggrai Timur	20. Sabu Raijua	71. Kota Kupang	5399	15147	19073	27690	12193	16866	14062	9330	18012	20847	15954	7590	20597	10382	11399	1117	8013	4488	13896	3471	18644	Sejahtera II	01. Sumba Barat	02. Sumba Timur	03. Kupang	04. Timor Tengah Selatan	05. Timor Tengah Utara	06. Belu	07. Alor	08. Lembata	09. Flores Timur	10. Sikka	11. Ende	12. Ngada	13. Manggarai	14. Rote Ndao	15. Manggarai Barat	16. Sumba Tengah	17. Sumba Barat Daya	18. Nagekeo	19. Manggrai Timur	20. Sabu Raijua	71. Kota Kupang	3063	6940	8315	10476	3991	5207	6819	4990	7828	13477	7405	4910	6711	3004	5625	450	0	1487	10266	2286	13166	Sejahtera III	01. Sumba Barat	02. Sumba Timur	03. Kupang	04. Timor Tengah Selatan	05. Timor Tengah Utara	06. Belu	07. Alor	08. Lembata	09. Flores Timur	10. Sikka	11. Ende	12. Ngada	13. Manggarai	14. Rote Ndao	15. Manggarai Barat	16. Sumba Tengah	17. Sumba Barat Daya	18. Nagekeo	19. Manggrai Timur	20. Sabu Raijua	71. Kota Kupang	938	1925	2170	1914	1626	1429	1983	799	3469	3687	2380	2261	3083	892	2745	88	0	830	2683	92	10795	Sejahtera III+	01. Sumba Barat	02. Sumba Timur	03. Kupang	04. Timor Tengah Selatan	05. Timor Tengah Utara	06. Belu	07. Alor	08. Lembata	09. Flores Timur	10. Sikka	11. Ende	12. Ngada	13. Manggarai	14. Rote Ndao	15. Manggarai Barat	16. Sumba Tengah	17. Sumba Barat Daya	18. Nagekeo	19. Manggrai Timur	20. Sabu Raijua	71. Kota Kupang	146	253	423	88	210	65	339	12	216	160	216	0	478	170	620	22	0	0	129	9	4238	


Realisasi Anggaran Menurut Misi Pembangunan
Pagu Anggaran 	
Misi 1	Misi 2	Misi 3	Misi 4	Misi 5	Misi 6	Misi 7	Misi 8	51474698295	123704365397	112950422100	253235316726	419679133738	3132703000	51726559600	68182892800	Realisasi Anggaran	
Misi 1	Misi 2	Misi 3	Misi 4	Misi 5	Misi 6	Misi 7	Misi 8	47839102246	100217296624	58608151835	173461526910	383105783559	2140740596	49804690749	62418291340	%	Misi 1	Misi 2	Misi 3	Misi 4	Misi 5	Misi 6	Misi 7	Misi 8	92.940000000000026	81.010000000000005	51.89	68.5	91.29	68.34	96.28	91.55	
Rancangan RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2015	Bab II - 58


RKPD Provinsi NTT Tahun 2016	Bab II - 57

image2.emf
Pemerintah Swasta TNI/POLRI Ibu & Anak Lepra

1

Sumba Barat  1 1 - - -

2

Sumba Timur  1 2 - - -

3

Kupang  1 - - - -

4

TTS  1 - - 1 -

5

TTU  1 - - - 1

6

Belu  1 2 1 - -

7

Alor  2 - - - -

8

Lembata  1 1 - - 1

9

Flores Timur  1 - - - -

10

Sikka  1 2 - - -

11

Ende  1 1 - - -

12

Ngada  1 - - - -

13

Manggarai  1 1 - - -

14

Rote Ndao  1 - - - -

15

Manggarai Barat  - - - - -

16

Sumba Barat Daya - 1 - - -

17

Sabu Raijua 1 - - - -

18

Kota Kupang  2 2 4 1 (RSJ Blum Oprasional)

19

Malaka 1 - - - -

20

Sumba Tengah 1 - - - -

21

Nagekeo - - - - -

22

Manggarai Timur - - - - -

NTT  20 13 5 2 2

No Kabupaten/Kota

Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Khusus
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(Kilometer)
No Kabupaten	
   Negara Provinsi Kabupaten Jumlah	
  



1 Sumba	
  Barat 40.87 37.60 444.38	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   522.85	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2 Sumba	
  Timur 71.44 165.00 1,101.40	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,337.84	
  	
  	
  	
  
3 Kupang 70.23 150.76 697.47	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   918.46	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4 Timur	
  Tengah	
  Selatan 103.70 225.53 1,192.90	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,522.13	
  	
  	
  	
  
5 Timor	
  Tengah	
  Utara 71.53 74.04 887.10	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,032.67	
  	
  	
  	
  
6 Belu 86.80 41.83 353.02	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   481.65	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7 Alor 112.33 63.57 1,630.79	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,806.69	
  	
  	
  	
  
8 Lembata -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   21.00 566.73	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   587.73	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9 Flores	
  Timur 109.83 137.41 583.46	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   830.70	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10 Sikka 101.79 28.57 844.25	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   974.61	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11 Ende 134.59 62.48 1,163.30	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,360.37	
  	
  	
  	
  
12 Ngada 108.14 143.24 1,041.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,293.00	
  	
  	
  	
  
13 Manggarai 181.44 34.50 1,149.80	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,365.74	
  	
  	
  	
  
14 Rote	
  Ndao -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   53.96 459.83	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   513.79	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
15 Manggarai	
  Barat 62.14 143.80 702.60	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   908.54	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
16 Sumba	
  Barat	
  Daya 61.50 43.98 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   105.48	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
17 Sumba	
  Tengah 11.47 90.02 859.30	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   960.79	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
18 Nagekeo -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   50.82 724.86	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   775.68	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
19 Manggarai	
  Timur 40.26 73.00 1,281.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,394.26	
  	
  	
  	
  
20 Sabu	
  Raijua -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   20.12 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   20.12	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
21 Malaka -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   25.00 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   25.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
22 Kota	
  Kupang	
   38.62 51.08 364.31	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   454.01	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



NUSA	
  TENGGARA	
  TIMUR 1406.68 1737.31 16,048.12	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   19,192.11	
  	
  
Sumber:	
  BPS,	
  Indikator	
  Ekonomi	
  NTT	
  2013










(Kilometer)

No Kabupaten	 Negara Provinsi Kabupaten Jumlah	

1Sumba	Barat 40.87 37.60 444.38 																											 522.85 								

2Sumba	Timur 71.44 165.00 1,101.40 																								 1,337.84 				

3Kupang 70.23 150.76 697.47 																											 918.46 								

4Timur	Tengah	Selatan 103.70 225.53 1,192.90 																								 1,522.13 				

5Timor	Tengah	Utara 71.53 74.04 887.10 																											 1,032.67 				

6Belu 86.80 41.83 353.02 																											 481.65 								

7Alor 112.33 63.57 1,630.79 																								 1,806.69 				

8Lembata - 																					 21.00 566.73 																											 587.73 								

9Flores	Timur 109.83 137.41 583.46 																											 830.70 								

10Sikka 101.79 28.57 844.25 																											 974.61 								

11Ende 134.59 62.48 1,163.30 																								 1,360.37 				

12Ngada 108.14 143.24 1,041.62 																								 1,293.00 				

13Manggarai 181.44 34.50 1,149.80 																								 1,365.74 				

14Rote	Ndao - 																					 53.96 459.83 																											 513.79 								

15Manggarai	Barat 62.14 143.80 702.60 																											 908.54 								

16Sumba	Barat	Daya 61.50 43.98 - 																																					 105.48 								

17Sumba	Tengah 11.47 90.02 859.30 																											 960.79 								

18Nagekeo - 																					 50.82 724.86 																											 775.68 								

19Manggarai	Timur 40.26 73.00 1,281.00 																								 1,394.26 				

20Sabu	Raijua - 																					 20.12 - 																																					 20.12 										

21Malaka - 																					 25.00 - 																																					 25.00 										

22Kota	Kupang	 38.62 51.08 364.31 																											 454.01 								

NUSA	TENGGARA	TIMUR 1406.68 1737.31 16,048.12 																						 19,192.11 		

Sumber:	BPS,	Indikator	Ekonomi	NTT	2013
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(Kilometer)



No Kabupaten	
  



Aspal Tidak	
  diaspal Jumlah Aspal Tidak	
  diaspal Jumlah



1 Sumba	
  Barat 40.87 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   40.87 37.60 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   37.60
2 Sumba	
  Timur 71.44 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   71.44 165.00 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   165.00
3 Kupang 70.23 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   70.23 150.76 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   150.76
4 Timur	
  Tengah	
  Selatan 103.70 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   103.70 225.42 0.11	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   225.53
5 Timor	
  Tengah	
  Utara 71.53 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   71.53 74.04 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   74.04
6 Belu 86.80 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   86.80 38.53 3.30	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   41.83
7 Alor 112.33 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   112.33 63.57 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   63.57
8 Lembata -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   0.00 21.00 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   21.00
9 Flores	
  Timur 109.83 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   109.83 137.41 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   137.41
10 Sikka 101.79 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   101.79 28.57 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   28.57
11 Ende 134.59 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   134.59 62.48 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   62.48
12 Ngada 108.14 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   108.14 130.24 13.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   143.24
13 Manggarai 181.44 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   181.44 34.50 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   34.50
14 Rote	
  Ndao -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   0.00 53.96 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   53.96
15 Manggarai	
  Barat 62.14 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   62.14 143.80 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   143.80
16 Sumba	
  Barat	
  Daya 61.50 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   61.50 43.98 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   43.98
17 Sumba	
  Tengah 11.47 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   11.47 90.02 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   90.02
18 Nagekeo -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   0.00 50.82 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   50.82
19 Manggarai	
  Timur 40.26 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   40.26 38.34 34.66	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   73.00
20 Sabu	
  Raijua -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   0.00 20.12 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   20.12
21 Malaka -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   0.00 14.10 10.90	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   25.00
22 Kota	
  Kupang	
   38.62 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   38.62 51.08 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   51.08



1406.68 -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1406.68 1675.34 61.97	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1737.31



Sumber:	
  BPS,	
  Indikator	
  Ekonomi	
  NTT	
  2013



Jalan	
  Nasional/Negara Jalan	
  Provinsi



NUSA	
  TENGGARA	
  TIMUR










(Kilometer)

No Kabupaten	

Aspal Tidak	diaspal Jumlah Aspal Tidak	diaspal Jumlah

1Sumba	Barat 40.87 - 																			 40.87 37.60 - 																							 37.60

2Sumba	Timur 71.44 - 																			 71.44 165.00 - 																							 165.00

3Kupang 70.23 - 																			 70.23 150.76 - 																							 150.76

4Timur	Tengah	Selatan 103.70 - 																			 103.70 225.42 0.11 																		 225.53

5Timor	Tengah	Utara 71.53 - 																			 71.53 74.04 - 																							 74.04

6Belu 86.80 - 																			 86.80 38.53 3.30 																		 41.83

7Alor 112.33 - 																			 112.33 63.57 - 																							 63.57

8Lembata - 												 - 																			 0.00 21.00 - 																							 21.00

9Flores	Timur 109.83 - 																			 109.83 137.41 - 																							 137.41

10Sikka 101.79 - 																			 101.79 28.57 - 																							 28.57

11Ende 134.59 - 																			 134.59 62.48 - 																							 62.48

12Ngada 108.14 - 																			 108.14 130.24 13.00 																 143.24

13Manggarai 181.44 - 																			 181.44 34.50 - 																							 34.50

14Rote	Ndao - 												 - 																			 0.00 53.96 - 																							 53.96

15Manggarai	Barat 62.14 - 																			 62.14 143.80 - 																							 143.80

16Sumba	Barat	Daya 61.50 - 																			 61.50 43.98 - 																							 43.98

17Sumba	Tengah 11.47 - 																			 11.47 90.02 - 																							 90.02

18Nagekeo - 												 - 																			 0.00 50.82 - 																							 50.82

19Manggarai	Timur 40.26 - 																			 40.26 38.34 34.66 																 73.00

20Sabu	Raijua - 												 - 																			 0.00 20.12 - 																							 20.12

21Malaka - 												 - 																			 0.00 14.10 10.90 																 25.00

22Kota	Kupang	 38.62 - 																			 38.62 51.08 - 																							 51.08

1406.68 - 																			 1406.68 1675.34 61.97 																 1737.31

Sumber:	BPS,	Indikator	Ekonomi	NTT	2013

Jalan	Nasional/Negara Jalan	Provinsi

NUSA	TENGGARA	TIMUR


image5.emf



2012 2013 2012 2013



1 Waikelo	
  /	
  Sumba	
  Barat 77	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   77	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2 Waingapu	
  /	
  Sumba	
  Timur 293	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   293	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3 Tenau	
  /	
  Kupang 1,692	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   4,211	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,692	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   4,211	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4 Wini	
  /	
  Timor	
  Tengah	
  Utara 16	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   16	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5 Atapupu	
  /	
  Belu 261	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   261	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6 Kalabahi	
  /	
  Alor -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7 Baranusa	
  /	
  Alor -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   265	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   265	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8 Larantuka	
  /	
  Flores	
  Timur 8,031	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   7,675	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   8,031	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   7,675	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9 Maumere	
  /	
  Sikka 75	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   955	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   75	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   955	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10 Ippi	
  (Ende)	
  /	
  Ende -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11 Seba-­‐Sabu	
  /	
  Sabu	
  Raijua 244	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   129	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   244	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   129	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
12 Ba'a	
  /	
  Rote	
  Ndao 211	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   572	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   211	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   572	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
13 Marapokot	
  /	
  Ngada 167	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   272	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   167	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   272	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
14 Reo	
  /	
  Manggarai -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
15 Labuan	
  Bajo	
  /	
  Manggarai	
  Barat 4,399	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   4,450	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   4,399	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   4,450	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
16 Waiwerang 1,697	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   7,841	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,697	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   7,841	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
17 Lewoleba 2,615	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2,052	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2,615	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2,052	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
18 Wuring 178	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   178	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
19 Tobilota 685	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   431	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   685	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   431	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
20 Mananga 360	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   722	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   360	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   722	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
21 Komodo 59	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   61	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   59	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   61	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



21,060	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   29,659	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   21,060	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   29,659	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



Sumber:	
  BPS,	
  Indikator	
  Ekonomi	
  NTT	
  2013



Total



Datang Berangkat
Nama	
  Pelabuhan	
  /	
  KabupatenNo










2012 2013 2012 2013

1Waikelo	/	Sumba	Barat 77 																		 23 																	 77 																 23 																

2Waingapu	/	Sumba	Timur 293 																 - 																				 293 														 - 																		

3Tenau	/	Kupang 1,692 													 4,211 													 1,692 												 4,211 												

4Wini	/	Timor	Tengah	Utara 16 																		 - 																				 16 																 - 																		

5Atapupu	/	Belu 261 																 - 																				 261 														 - 																		

6Kalabahi	/	Alor - 																				 - 																				 - 																		 - 																		

7Baranusa	/	Alor - 																				 265 																 - 																		 265 														

8Larantuka	/	Flores	Timur 8,031 													 7,675 													 8,031 												 7,675 												

9Maumere	/	Sikka 75 																		 955 																 75 																 955 														

10Ippi	(Ende)	/	Ende - 																				 - 																				 - 																		 - 																		

11Seba-Sabu	/	Sabu	Raijua 244 																 129 																 244 														 129 														

12Ba'a	/	Rote	Ndao 211 																 572 																 211 														 572 														

13Marapokot	/	Ngada 167 																 272 																 167 														 272 														

14Reo	/	Manggarai - 																				 - 																				 - 																		 - 																		

15Labuan	Bajo	/	Manggarai	Barat 4,399 													 4,450 													 4,399 												 4,450 												

16Waiwerang 1,697 													 7,841 													 1,697 												 7,841 												

17Lewoleba 2,615 													 2,052 													 2,615 												 2,052 												

18Wuring 178 																 - 																				 178 														 - 																		

19Tobilota 685 																 431 																 685 														 431 														

20Mananga 360 																 722 																 360 														 722 														

21Komodo 59 																		 61 																	 59 																 61 																

21,060 												 29,659 											 21,060 										 29,659 										

Sumber:	BPS,	Indikator	Ekonomi	NTT	2013

Total

Datang Berangkat

Nama	Pelabuhan	/	Kabupaten No
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Datang Berangkat Datang Berangkat
2009 11,139	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   11,139	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   595,321	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   624,105	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2010 15,492	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   15,492	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   692,168	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   775,642	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2011 19,720	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   19,691	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   909,614	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   943,806	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2012 19,596	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   19,656	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   973,423	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   991,030	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2013 23,088	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   23,005	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,098,317	
  	
  	
  	
  	
   1,133,292	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



SUMBER:	
  BPS,	
  Indikator	
  Ekonomi	
  NTT	
  2013



Tahun Pesawat Penumpang










Datang Berangkat Datang Berangkat

2009 11,139 															 11,139 												 595,321 									 624,105 												

2010 15,492 															 15,492 												 692,168 									 775,642 												

2011 19,720 															 19,691 												 909,614 									 943,806 												

2012 19,596 															 19,656 												 973,423 									 991,030 												

2013 23,088 															 23,005 												 1,098,317 					 1,133,292 									

SUMBER:	BPS,	Indikator	Ekonomi	NTT	2013

Tahun

Pesawat Penumpang
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KEBEBASAN SIPIL	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	95.55	96.79	91.06	95.59	HAK-HAK POLITIK	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	55.89	47.56	50.89	58.83	LEMBAGA DEMOKRASI	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	68.149999999999991	80.97	84.149999999999991	68.23	
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Sheet1


			 			KEBEBASAN SIPIL			HAK-HAK POLITIK			LEMBAGA DEMOKRASI


			TAHUN 2010			95.55			55.89			68.15


			TAHUN 2011			96.79			47.56			80.97


			TAHUN 2012			91.06			50.89			84.15


			TAHUN 2013			95.59			58.83			68.23


						To resize chart data range, drag lower right corner of range.
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Kab. Kupang

163,764

156,131

319,895

168,316

160,372

328,688

173,596

164,819

338,415

Timor Tengah Selatan

220,789

227,904

448,693

222,490

229,432

451,922

225,095

231,057

456,152

Timor Tengah Utara

117,164

119,539

236,703

118,596

120,907

239,503

119,814

122,268

242,082

Belu

98,305

98,025

196,330

100,095

99,895

199,990

101,712

101,572

203,284

Rote Ndao

67,163

64,304

131,467

70,080

67,102

137,182

72,411

69,695

142,106

Sabu Raijua

40,202

38,390

78,592

41,407

39,490

80,897

42,701

40,800

83,501

Kota Kupang

183,374

175,008

358,382

187,869

180,330

368,199

194,606

185,478

380,084

Sumba Timur

122,220

114,274

236,494

124,115

116,075

240,190

124,883

118,126

243,009

Sumba Barat

59,695

55,977

115,672

60,816

56,971

117,787

62,034

57,873

119,907

Sumba Barat Daya

153,918

145,616

299,534

157,306

148,889

306,195

160,520

151,990

312,510

Sumba Tengah

33,478

31,592

65,070

34,210

32,104

66,314

34,806

32,587

67,393

Manggarai

149,220

155,221

304,441

151,711

157,903

309,614

154,095

160,396

314,491

Manggarai Timur

129,522

132,255

261,777

130,807

134,172

264,979

132,186

136,232

268,418

Manggarai Barat

116,510

118,301

234,811

119,678

121,227

240,905

121,596

124,221

245,817

Flores Timur

114,417

124,897

239,314

115,503

126,087

241,590

116,775

127,710

244,485

Lembata

58,126

65,851

123,977

59,405

67,299

126,704

60,679

68,803

129,482

Sikka

144,723

161,708

306,431

145,997

163,011

309,008

147,089

164,322

311,411

Nagekeo

65,401

69,026

134,427

66,170

70,031

136,201

67,004

70,915

137,919

Ngada

72,383

75,508

147,891

73,517

76,669

150,186

74,618

77,901

152,519

Ende

125,831

139,473

265,304

126,502

140,407

266,909

127,076

141,238

268,314

Alor

95,129

99,590

194,719

96,007

100,606

196,613

96,728

101,472

198,200

NUSA TENGGARA TIMUR

2,414,295

2,456,932

4,871,227

2,455,068

2,498,899

4,953,967

2,495,917

2,540,980

5,036,897

2014

KAB/KOTA

2012

2013


